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TENTANG

RENCANA STRATEGIS
BADAN KEUANGAN
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

b

1,

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 272
dan 273 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerinlahan Daerah, dimana Perangkat
Daerah  menyvusun  Rencana  Strategis  denpan
berpedoman  kepada RRIMD, dan Rensta
dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala
Praerah;

bahwa dengan telah ditelapkannya Peraturan
Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3
Tahun 2021 Tentang Rencana Pembmngunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh
Kota Tahun 2021 - 2026, dipandang perls
menyusun Kencane Strategis Badan EKeuangan
Kahupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 — 2026:

babw:a  berdasarkan pertimbangan scbagaimana
dimaksud pada huruf a dun hurof b diatas, perlu
menetapkan Hencana Stratcgis Badan Keuangan
Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Peraturan
Bupati,

Undang-Uncdang Nomor 12 Tzshun 1956 Tentang
Pembentukan Daerah Qtonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
MNegara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);




2, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang
Eeuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4256
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
MNomor 2 Tahun 2020 tcntang Penetapan Peraturan
Pemerintah Penggand Undang-Undang Nomor |
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Megara
dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan
Pandemi Corona Virus Discase 2019 (Covid-19)
dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman
Yang Membahayakan Perckonomian Nasional dan/
atau Siabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indomesia
Tahun 2020 Nomor 134, tambahan Lembaran
Negara MNomor £316);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang
Sistem Perencanaan  Pembangunan — Nasional
(Lembaran Mepars Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Womor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah  [Lembaron  Negara
Republik  Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomar 44358) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 rtentang
Penetapan  Peraturan  Pemcrintah  Penggand
Undang-Undang Nomor | Tabun 2020 lentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Renangan Untuk Penanganan Pandemi Corona
Virus Discase 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam
Runghka Menghadapi Ancarman Yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atan
Stuhilitas  Sistem  Keuangan Menjadi Undang
Undang (Lembaran MNeparn Republik Indomesia
Tabun 2020 Nomor 134, tambahan Lembaran
Negara Nomor 65 18);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Eencana Pembangunan Jangka Panjang Masional
Tahun 2003-2025 (lembaran Negara Republik
Indenesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);




€.

9,

11.

12,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesin Nomor 5587)
s¢bagaimana lelah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tohun 2020
Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomaor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 6o7a);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang
Administrasi Femerintahan (Lembaran  Nepara
Eepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 208,
Tambahan Lembaran Negara Republik Tndonesia
Nomar SB01) sebagaimana telah diubah dengan
Undung-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoncsia Nomor 6573);

- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang

Standar Pelayanan Mindimal [Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomer 6178),

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010
tentang Penpelolsan Keuangan Daerah [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonusia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019

tentang Laporan dan Evaluasi Penvelenpgaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembearan Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistemn Aloantabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 80);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Fencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 19);




13.

14,

15,

17.

18,

19,

Peraturan Menleri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dun Evoluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Pocraturan Dwaerash
Tentang Rencana Permmbungunan Jangka Panjang
Naerah dan Rencana Pembanpunan Jungle
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1313);

Peraturan Menieri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2019 tentang Tentang  Sistem  Informasi
Pemerintahan Daerah (Berita Ncgara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1 114);

Peraturan Menteri Dalam Negerd Nomor 90 Tahun
2019  Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dun
Nomenklatur Perencanasn  Pembangunan Dan
Keuangan  Dacrah  {Derita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

. Peraluran Dacrah Provinsi Sumarera Baral Nomor

7 Tahun 2008 tentanpg Rencana Pembangunan
Jangkya Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera
Barat Tahun 2005-2025 [Lembaran Daerah
Priwins: Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumaters
Barat Nomoer 27);

Peraturan Daerah Kuabupaten Lima Puluh Ko
Nomor 10 Tahun 2011 tentang  Rencans
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Lima Pulubh Kola Tahun 2005-2025 (Lembaran
Draerah Kabupaten Lima Puluh KEota Tahun 2011
Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupsien Lima Puluh Kota
Nomor 15 Tehun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lemboaran Daerah
kKabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor
13);

Peraturan Daersh Kabupaten Lima Pulubh Kota
Nomor 3 Tahun 2021  (enlung  Rencana
Pembangunan Janeka Menengah Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026
(Lembaran Daerah Kabupaten Lima Pulubh Kota
Tabhun 2021 Nomor 3);




MEMUTUSKAN:

Menelapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS

BADAN KEUANGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2021 -2026

BAR I

KETENTUAN UMUM
Pasal |

Dalam Peraturan Bupati ini vang dimaksud dengan

1.
#

F =1

£y,

j 3%

12,

Dacrah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota,

Pemerintahan Daecrah adalah penvelenggaraan urusan pemerintahan
oleh Pemerinlah Daerah dan Dewan Perwakilan Ralkyat Dacrah menurul
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip ctonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Eepublik Indonesis
sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Unidang  Dasar  Republik
Indonesia Tahun 1945,

Pemeriniah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota,
Pupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.

Perangkul Daerah  adalah unsur pembantu Bupati den  Dewan
Perwakilan Ralkyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang menjodi kewenangan Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, vang selunjutnya
dimingkat RPJPD adalah dokumen perencanasn Daerah untuk periode
20 [dua puluh} tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah vang selanjutnya
disingkat RRJMD adalah dokumen pereneanaan pembansunan Daerah
untuk periode 5 (lima) tahun terhilung scjak dilantik sampai dengan
berakhirnyn masa jabatan Kepala Daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah vang selanjutnya dizsingkatl Rensira
Perangkat Dacrah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daersh
untuk periode 5 (lima) tahun,

Rencana Kerja Pemcrintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah unluk periode 1 [satiy)
tahumn.

Reneana Kerja Perangkat Daerah yang selanjulnva dischut Renja

Perangkat Daerah adalah dokumen percncanaan Perangleat Daerah
untuk periode 1 (saty) tahun.

Visi adalah rumussn umum mengenai keadaan vang diinginkan paria
akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.

Migi udalah rumusan wmam mengenal upaya-upaya yang  akan
dilaksanekan untuk mewujudkan visi.




I3, Tujuan adalah sesuatu kondisi vang akan dicapai atau dihasilkan dalam
Jjangka waktu 5 (lima) ahun.

14, Sasaran adalah rumusan kondisi yang mengpambarkan lercapainva
tujuan, berupa hasil pembungunan Daerah/ Perangkalt Dacrah yang
diperolch dari pencapaian hasil [outcome) program Perangkst Daerah.

BAB II
EKEEDUDUKAN
Pasal 2

Reneana Strategis Badan Keuangan Kabupalen Lima Puluh Kota Tahun

2021 -2026 merupakan ;

(I} Pemabaran visi, mist, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan
program pembangunan dacrah sesuai denpuan tugne dan fungai dengan
mengacy kepada RPJMD Kabupaten Lima Pulub Kota tahun 2021 -
2026, RRJPD 20035 - 2025, dan REIMD Provinsi Sumatera Barat;

(2} Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan
Kahupalen Lima Puluh Kota,

BAE III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

(1) Maksud penoyusunan Rencana Strategis Badan Keusnpan adalah untuk
menjabarkan visi, misi dan program RPIMD secara operasional dan
teknis scsual dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Badan
Keuangan dan menyediskan suntu acuan dan pedoman pelaksanaan
program, lkegiatan, dan sub kegiatan Badan Keuangan selsma lima
lahun ke depan;

2] Tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Keuangan adalah untulk
memudahkan selurubh jajaran pimpinan dan staf Badan Keuangan
dalam menetapkan program. kegiatan, dan sub kegiatan selama lima
tahun serta menjudi pedoman dalam pelaksanaan dan PEIFEWARAN
program, kegiatan, dan sub kegialan tersebut  sesuai dengan
kewenangan dan lupoksi,

BAB IV
RUANG LINGKUP
Fasal 4

Ruang hnglup dari Rencanas Strategis Badan Keuangan Kahupaten Lima
Puluh Kots mencokup rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan RATTIPEI
rahun 2026, vang akan dijabarkan kedalam rencana program, kegiatan, dan




sub kegiatan tahunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Keuangan
Kabupaten Lima Puluh Kota.

BAEB WV
DOKUMEN RENSTRA TAHUN 2021 - 2026
Pasal o>

{1] Dokumen Rencana Strategis Badan Keuangan Ha_lbupate_n Lima Fm_lluh
Kota Tahun 2021 - 2026 disusun dengan sistematika penulisan
sebagai benkut :

BAG | Pendahuluan

BABII (rambaran Pelavanan Perangkat Dacrah

BAE II1 Permagalashan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Dacrah
BABTV  Tujuan Dan Sasaran

BABV Strategi Dan Arah Kebijakan

BAB V!  Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan

BAE VI  Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAE VI Penutuap

{2) Dukumen Rencana Strategizs scbhapgrimana dimaksud ayat (1)
selengkapnva berbunyl sebagaimana tercantum dalam Lampiran yvang
merupakan satu kesatuan wyang utuh dan bagian  yang  tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal &

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang dapat mengetahuinyva, memerintahkan Pengundangan

Peraturan Bupati ind dengan penempalannys delam  Berita Dacrah
Kabupaten Lima Pubah Kota.
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Remsirg Takun 3023 - 200y

KATA PENCANTAR

Agsalamualaikurm Wurshmatullahi Wabarakatuh

Puji dan Syukur kehalical Tuban Yanp Maha Esa atas limpahan rahmat dan
hidayah-Nya sehingga penyusunan Rencana Steategis (Fenstra) Badan K enmyzan
KEabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 — 2026 dapat diselesnikan scsuai demgun
wakiy vang telah diteniukan.

Fesntra Baden Kevangan Kabupaten Lima Puloh Kota Tabun 2021 - 2026
merupakan dokumen perencansan Badan Keusngan Kabupaten Lima Puluh Kota
untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sesaran, sirategi, kebijokan, program.,
kegiatan, sub kegiatan sesuai dengan fupas dan tinpsi Badan Keuanpan Kabupaten
Lima Puluh Kols yang bherpedomon pada Peraturan Daergh lentang Hencuna
Perbungiman Jangka Menergah Daeral (RPIMI),

Proses Penywsunsn Renstra Badan Keusmgan Kabupaten Tima Pulub Kota
mefiputi : (1) Persiapan; (2) Penyusunan Rancunpsn  Awal: (3) Penyusunan
Rancangan; (4) Pelakzanaan Forum Persngkar Daerab/Lintss Perangkai Thaerah;
(3} Perumusan Runcangan Akhir: (6) Menelapan.

Renstra Badan Kewangan Kabupaten Lima Pulub Kota akan dijabackan dalum
Remcana Rerja (Renja) Badan Kevangan Kabupaten Lima Puluh Eota vang
merapakan dokumen perencovsun lshunan dalam kurun wakta tahun 2022 hingga
tabun 2026, Untuk menjagn konsistensi dan keselarasan kebijakan, program, kegistan
dan sub kegiatan, maka penvusunan Renjn Badan Keuangun Kubupaten Lima Puluh
K.ota wajib berpedoman pada Renstra Badan Kevangan Kabupaten [ima Pulub Ko,

Kami menvadar bahwa Renstra ini masih helum sepurna, maka apabila
terjedi perubahan kebijakan pembangunan ditinglot nasional dan‘atau daersh, maka
dapat dilakukan peruhahan Renstra Dadan Kevangan Kuebupalen Lima Puluh Kota
sesunt dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan vang berlak,

Wanlmkumsalam Wamhmatullahi Wabarakatuh,

Sarilameak, 23 September 2021

EEPALA BADAN KELTANGAN
BABLPATEN LIMA MULUTTEOTA

IRWANDIL, 5.50%, MM
ISP, TO6R0913 199603 1 001

Badirre K puztgen i
Walupeten Soma Eulnd #m



Fenstra Tolom 2051 - 2026

KATA PENGANTAR

Azsalamualailoom Waralimalullahi Wabarakomh

Puii dan Syukur kehadirar Tuhan Yang Msha Esa atas limpahan rahmat dan
hidayah-Nya schingga penyusunsn Rencana Strategis (Kensna) Badan Keuangan
kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 — 2026 dapal disclesaikon sesuai dengan
wakin yang telah ditentukan,

Fesmira Bodan Kouangan Kabupaten Lima Puluh Kotn Tahun 2021 — 2026
merupukan dokumen perencanaan Badan Keesngsn Kabupaten Lima Puluh Ko
untuk periede 3 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, stratepl, kebijakan, program,
kegintan, sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kenangan Kabupaten
Lima Puluh Kota yang berpedoman pada Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pemabangunan Jangkn Meoengah Daerah (RPIMD.

Proses Penyusunan Kensen Baden Keouangan Kebupaten Lima Puluh Kot
meliputi = (1) Persiopan; (2) Penvusunan Kaneangan  Awnl: (31 Penvusunan
Eancanpan:. (4) Pelaksanasn Forum Perangkar Dacrab/Lintas Peramghkat Daceals:
(3} Perumusan Rancangan Akhir; (6) Penctapan.

tenstre Dadan Kenangan Kabupaten Lima Puluh Kota akan dijabarkan dalam
Rencana Kerja (Renjn) Badan Kewangsn Kabupaten Lima Puluh Kota vang
merupakan dokumen perencanaan tahunan dalsm kurun wakto talun 2022 hingga
tahun 2026, Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program, kegintam
dan sub kepiatan, maka penyusunan Renja Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh
Kot wajib berpedoman pada Rensira Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota,

hami menyadari bahwa Renstra ini masih belum sempurna, maks apabila
terjndi perubahan kebijakan pembangunan Jitingkat nasional danfatay daersh, muka
dapat dilakukan perubahan Renstra Badan Keuangan Kabupaten Tima Pulub Kota
sesudi dengun keidah dan ketentuan perundang-undangan vana berlaku,

Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh,

Barilumak, 23 September 2021

KEPALA BADAN KEUANGAN
KABUPATEN LIMA FULUH KOTA

IRWANDI, 5508, MM
NIP, 19600913 199603 1 001

Fadan Kpuangan
Wrbupaten £ iama Puefuh Kot
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Fenstra Falfun 2027 - N6

1.1

BAE |

FENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah MNomor
Be Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendallan Dan  Evaluas|
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluas| Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Maenengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Bencana
Pernbangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Fembangunan Jangka Menengah
Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Badan Keuangan Kabupaten

Lima Puluh Keta perly menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis Perangkat Daerah vang selanjutrya disingkat dengan
Renstra Perangkat Daerah adalab dokumen perencanaan Peranghkat Daerah untuk
periode 5 {lima) tahun. Dekumen perencanaan Crganisasi Perangkat Daerah [OPD)
untuk perlode 5 (lime] tahun yvang disusun sesuai dengan tupoksi Organizasi Peranghat

Daerah {OFD) yang memiliki nilai strategis dan penting antara lain :

1. Kencana Strategls [Renstra) merupakan dokumen yvang manjadl pedoman
Drpanisasi Perangkal Daerah [OPD) selama 5 [lima) tahun sehagal penjabaran

Rencana Pembangunan Jangka Manengah Daerah (RPIMD).

2. Renstra merupakan dekumen yang akan menjadi pedoman dalam pempusunan

Rencana Kerja (Renja) Organisas] Perangkat Dasrak QPO

3. Hencana Stralegis [Renstra) merupakan instrumen pergendalian bagi Satuan

Pengawas Internal (P Organisasi Perangkat Daerah [OPD) zgar pelaksanaan

Fadan Keuangan 1




Benstan Taken 2021 - 2oda

pembangunan [angka menengab dan tahunan daerah mengarah pada pencapaian
wisi, misi, tujuan dan sasaran sesual dengan Rencana Pembangunan Jangha

Manengak Dazrah {RPIRD)

4. Renrana Strategis (Renstra) menjadi alat instrumen mengukur tingkat pencapaian
kinerja kepala Organisasi Perangkat Daerah [OPD} umtuk pertangeungjawaban
pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi

Qrganisas: Perangkat Daerah [OPD).

Fungsi Badan Keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Mamar 12 Tahun
2018 Tentang Pengelolzan Keuangan Daerah adalah kecangan daerah harus dikebola
secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawah sesua
dengan azas kepatutan dan rasa keadilan. Pengelnlaan Eeuangan Daerah Kabupaten
Lima Puluh Keta dilaksanakan dalam suaty sistem terintegrasi yang diwujudkan setiap
tahun dalam APBD dan ditelapkan dengan Peratwran Dacrah. APBD merupakan
Instrurmen yang menjamin terciptanya disipfin dalam proses pengambilan keputusan

terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daersh.

Pada dasarrya PAD sebagai sumber pendapatan daerah merupakan sumber
penerimaan  yang sangat potensial - dalam mendukung struktur APBD serta
meningkatkan kemampuan daerah dalam membiayai semua kegiatan vang telah
direncanakan. Konsekuensi dari hal tersebut adalah sermua sasaran penerimaan yang
telah ditetapkan dalam pos penerimaan harus dapat direalisasikan guna mendukung
pelaksanaan semua program pembangunan daerah, PAD sebapai salah satu surnbser
penerimaah  dasrah masih memerlukan  eptimalisasi pemungutan, pencegahan
kebocaran dan mengkaji kemungkinan menggali sumber-surmber PAD baru vang tidak

merberatkan masyarakat, agar pelaksanaan otonomi daerah benar-benar membawa

Qi ?-.’Eﬂu'r.y.m 7




Fewgire Tafoer 2021 . 2026

manfaal bagi masyarakat. Untuk itu diperiukan upEya-upaya peningkatan efeklivitas
dan efissensi dalam pelaksansan penggalian dana yang berasal dari pengelolaan
sumber-sumber pendapatan daerah, baik dari pajak daerah maupun retribusi daerah
dengan memperhatikan semua pedoman pemunputan yang masih berlaky maupun

ketentuan-ketentuan yang baru dikeluarkan oleh pererintah.

Renstra Drganisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2021 — 2026 dizusun
dengan melibatkan berbagai pihak, balk dari Instansi Pemerintah maupun dari
masyarakat melalui Musrenbang dan Farum Gabungan OPD yang telah dilaksanakan
sebelumnya, Semua usulan program dan wegiatan diterima dan selanjutnya ditelagh

utituk menentukan program dan keglatan yang menjacli prionias.

FPIM  Daerah Ini memuat arali kebijzkan keuzngan dasrah, stratepi
pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Organisasi Perangkat Daerah
(OPD), lintas Ovganisasi perangkat daerah {OPD), serta program kewilayahan
dilengkapi dengan rencana-rencana kerja dalam kerarigka regulasi dan pendanaan
yang bersifat indikatif. RPIM daerah menjadi acuan/pedoman bagi Kepala Organisasi

Perangkat Daerah [QPD) dalam menyusun Resstra OPD Tahun 2022-2026,

setiap Organisasi Peranghat Daerah diharuskan menyusun Rencana Stratesis
(RENSTRA) yang berisikan tentang gambaran umum, tugas pokok dan fungsi, visi, misi,

tujuan, sasaran, strategis dan kebijakan serta program dan kegiatan.

sesudl amanat Undang undang Nemor 25 Tahun 2004 ten fang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara serta Uadang-undang Nomar 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah Fasal 272 dan Pazal 273, maka pemerintah dasrah diwajibkan menyusun RPIP
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Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, AFIM Dasrah untuk jangka waktu 5 tahun dan
RKP Daerah sebagai rencana tzhunan. Sehubungan dengan hal terschut, guna
miEmenuhi semua ketentuan perundang-undangan mengenal persncanasn pasicnal
maupun daerah daerabh maka perlu disusun rangkaian dokumen perencanazn

pembangunan sebagal berilkut :

1. RRIF Daerah, berfungsi sebagai dokumen perencanaan makro politis berwawasan
20 tahun vang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang yang akan

digunakan sehagai pedoman penyusunan RPIM Daerah pada setiap 5 tahun sekal,

2. RPIM Daerah, berfungsi sebagal penjabaran dari RPIP Daerah yaNg memuat visi,
misi, gambaran umum kondisi masa kini, pambaran umum kondisi wang
diharapkan, analisa lingkungan internal dan eksternal, arah kebijahan, srrategis

serta indikasi rencana program dan kegiatan,

3. Renstra OPO, berfungsi sebagal dokumen perencanaan teknis operasicnal dan
merupakan penjabaran teknis RPJM Daerah bagi unit kerja perangkat daerah yang
memual  wisi, misl, tujuan, strategi, kebifakan, program dan kebijakan
pembangunan vang disusun sesual dengan tugas dan tungsi OPD untk Jangka

waktu 5 tahun dan bersifat indikatif,

4. Renja OPD, =ebapal dokumen perencanaan tahunan pada satiap unit karja
perangkat daerah yang merupakan rencana cperasicnal darl Renstra OPD dan
memuat rencana kegiatan pembangenan  tahun berikutnya yang dilengha pi
kerangha anggaran dan kerangka regulasi serta pembiayaan yvang maslh bersifat

indikatif,
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5, REPD, berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan atas Renja OPD setiap
tahun anggaran yang merupakan bahan utama Musrenbang REP Daerah wang

berjenjang mulai dari tingkat Nagar, Kecamatan dan Kabupaten.

Atas dasar hal tersebut diatas, ada tiga (3) alasan mengapa perencanaan

strategis itu penting bagi organisasi yaitu @

1. Perencanaun  strategis memberikan  kerangka dasar dalam  semus  bentuk

perencanaan lainnya yang harus diamhil.

2. Pemahaman lentang perencanaan strategis akan mempermudah pemahaman

bentuk perencanaan lainnya.

3. Perencanaan strategis merupakan titk awal dalam pemabaman dan penilsian

berbagai kegiatan pimpinan dalam organisas:,

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyuesunan Rencana Strategls (Renstra) Badan

Keuangan kabupaten Lima Puleh KEota iniadalah -

1. Undang Undang Momor 17 Tahun 2003 Tentang Kewangan Megara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomer 47, Tambahan Lembaran Megara

Republik indonesia Nomar 3286);

2. uUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Megara

Republik Indonesla Momar 4355);
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3 Undang-Undang MNomor 25 Tahun 2004 Tentang  Sistem  Perencanaan

Pembuanguran Nasional {Lembaran Negzra Republlx Indoresia Tahun 2004 Nomor

2004, Tarbahan Lembaran Negara Republik Indenesia Memar 4471 k

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nemor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan
Keuangan Pernerintab Pusat dan Pemerintah Daerah {Lembaran Megara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomar 126, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia

Momor 4438):

5% Undang-Undang Momor 23 Tahun 2014 Jenta ng Pemerintah  Daerah
[Lembaran Megara Republik Indonesia Tshun 2014 Womor 244, Tamhbahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kall
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Mamor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan
Fedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 7014 Tentang Pemerintahan Dacrah
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tatun 2015 Nomor 5B, Tambahan Lembaran

Megara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

2, Undang-Undang MNamor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2014 Momar 293, lambahan

Lemhbaran Negara Republik Indonesia Nomor Endl);

7. Peraturan Pemerintah Mamor 71 Tahun 2010 Fentang  Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20010 Namer 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momar Li64);

B. Peraturan Pemerintah Momor 12 Tahun 2019 lentang Pengelolaan Keuangan

Daeraly;
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Feraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan
Permerintah  Nomcr 17 tahun 2014 Tentang  Pengelodaan Barang  milik

Megara/Dasrzh:

. Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara

11.

13

L4,

Penmyusunan, Pengendzlian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah. (Berita
Megara Hepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesla Nomar 4817);

Feraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan langka

Menengah MNasional Tahwn 2020-2024:

12. Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, sehapgaimana telah diubah bebrapa kali terakhir
dengar Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang
Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Mamor 13 Tahun 2006 [Berita

Megara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomar 310}

Aeraturan Menteri Dalam Negeri Nomar 80 tahun 2015 Tentang Permbentukan
Produk Hukumr Daerah [Berita Megara Republik Indonesia Tahun 2015 Mamor

203R);

Peraturan Menter Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata cara
perencanaan, pengendalian dan evaluasi pambangunan daerah, tata cara evabuasi
rancangan peraturan daerah lentang rencana pembangunan jangka menargah
daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunann jangkas panjang dasrah,
rencana pembangunan jangka menengah daerah, don rencana kerja pemerintah

daerah {Berita Megara Republik Indonesia Tahur 2017 Nomar 1312
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15.

17,

1&.

15

211

Peraturan Menterl Dalam Megeri Namor 98 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi

Pembangunan Daerah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nom orl;

. Peraturan Dacrah Provinsl Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana

Fembangunan langka Panjang Daerah (REIPD) Provinsi Sumatera Barst Tahun
2005-2025 (Lembmran Daerah Provingi Sumatera Baral Tahun 2008 Nomar 7,

Tambahan Lembaran Deerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7|

Peraturan Daerah Provins Sumatera Rarat Nomor 15 Tahun 2012 Tenta ng Rencana
Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 [Lembarar
Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahum 2012 Nomor 13, Tambaban Lembaran

Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Pulubk Kota Nomor Memor 10 Tahumn D11
Tentang Rencana Pembangunan langka Panjang Daerah kabupaten Lima Puluh

Kota Tahum 2005-2025 {Lembaran Daerah Kabupaten Lima Pulub Kota Tahun 2011

Marmor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten lima Puluh Kota Nomor Nomor 7 Taohun 2013
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Habupaten Lima Puluh Kota Tahur
2012-2032 (Lembaran Daerah Ksbupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012
Momor 71;

Peraturan Dasrah Kabupalen Lima Puluh Kota Nomor Momar B6 Tahun 20182
Tentang Perubahan Pembentukan Atas Peraturan Dasrah Kabupaten Lima Puluh
Kola Memor 71 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Crganisasi, Tugas dan

Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan.
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1.3. Maksud Dan Tujuan
B Maksud

Penyusunan Renstra Badan Keuangan Tahun 2021 — 2026 ini dimaksudkan untuk

menjamin kesinambungan program dan kegiatan dalam rmermbantu mewijudkan

visi dan misi kepala daarah.
b, Tujuan

Tujuan Renstra Badan Keuangan Tahun 2021 - 2026 adalah sebagai acuan dalam

penyusunan Rencana Kerjs Tahunan yang dituangkan ke dalam program dan

kegiatan serla terlaksananya pengelolaan keuangan secara tertib, teat aturan,
efisien, ekonomi, afektif, transparan dan bertanggung jawal,

1. Meletakkan landasan yang kuat hagi terwujudnya pelayanan prima dalam
pengelolaan  keuangan dan asset/barang dacrah vang efektit, efesien,
twransparan, terarah dan terkendall untuk mewujedkan tertib administrasi
pengelolaan keuangan dan asset/barang daerah,

Z. Mengetahui sejauh mana kebijakan-kebijakan vang diambil denpan maksud
bisa mencapal sasaran-sasaran strategis vang Imgin dicapai selama lima tabwn
kedepan,

1.4 Sistematika Penullsan
slstarmatika penulisan Rencana Stratepls Badan Kzuangan Kabupaten Lima Puluh
kota Tahun 2021 = 2026 tordiri atas :
Bab | . Pendahuluan
Pada Bab ini dijelaskan tentang latar belakang, landasan hukum,
maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Rencanz Strategis

Badan Keuangar Kabupaten Lima Puluh &ota Tahun 20212026,

Badaer Keuanges ]
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Bab 11 1 Gambaran Pelayanan Peranphkat Daarah

Bab Il memberikan penjelasan tentang tugas, fungsi dam struktur
organisasi Badan Keuangan Kabupsten Lima Pulub Kota, surmber daya
Sadan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota, kinerja pelayanan Badan
Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota dan tantangan dan peluang
pengermbangan pelayanan Badan ewangan Kabupaten Lima Puluh

Knta.

Bah 11 + Permasalahan dan Isu-Bsu Strategis Perangkat Daerah

Pada Bab Inl dikemukzkan mengenal Identifikasi Permasalahan
berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD, Telaahan Visl, Misi dan
Program Kepala Daerah dan \Wakil Kepaiz Daerah Terpilih, Tefaahan
REN5THA K/L dan RENSTRA Provinsi/Kabupatenf/Kota, Telashan
Rencana Tata Ruzng Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

serta Penentuan lsu-isu Stratogls.

Bab iy i Tujuan dan Sasaran

Eab inl menjelaskan tertang Visi dan Misi OPD, Tujuan dan Sasaran
langka Menengah Badan Kewangan Kabupaten Lima Puluh Kota Ve e
mengacy kepada Lujuan dan sasaran jangka menengah daerah yanp

tertuang dalam RPIMD.

Bab W 1 Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bab ini dikemukakan rurmusan pernyalaan stratepls danm arah

kebijakan Badan Kewangan Kabupaten Lima Pulub Kota dalarm lima

Hadan Kenangan 10




Wewrdra Yadun 2021 - 2028

Bab v

Hak wit

Bab il

tahun merdatang yang mengacu kepada stratsgi dana rah kebijakan

jangka menengah daerah yang bertuang dalam RPIMD.
Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Pada bagian ini berisi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja,
kelompak  sasaran, dan  pendanaan indikatif Badan Keuvangan

Kabupaten Lima Puluh Kola Tahun 2026,

Kinerja Penyelengzaraan Perangkat Daerak

Bab ini berisi indikator kinerja Badan Keuangan Kabu paten Lima Puluh
Kota yang secara langsung menunjukkan kinerja vanga akan dicapai
Badan Keuanmgan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam lima tahun
mencatang sebagal komitmen untuk mendukung pencapaian tujen dan

sasaran RPIMD.

Penutip

Bab ini berisi tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian,
baik dzlam rangka pelaksanaannya maupun seandainyz Anggaran tidak
sCslai dengan kebutuhan, kaidah kaidah pelaksanaan renstra Badan

Heuangan kabupaten Lima Puluh Kota dan rencana tindak lanjut.

Tadun Kpuavigon
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BAB I

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DIAERAH

2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi

2.1.1. Tugas

Berdassrkan Peraturan Bupati Lima puluh Kota Nomar 86 Tabun 2018 Tentang
Perubahan Kedua Peraturan Bupatl Lima Pulub Kota Nomor 71 Tahun 2015 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, fugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dadan Keuamgarn,
bahwa tugas pokok Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah mmembanh
Bupati melaksanakan fungsl penunjang keuangan. Secara teknis operasional bahwa
Badun Keuangan Kabupaten Lima Pulub: Kotz mempunyai tugas pokok membanty Bupati
clalam merumuskan kebijzkan dibldang pendapatan, yaitu melaksanakan pemungutan
pajak dan retribusl daerah serta pengelulaan pendapatan lainnya yang sah, serta

melakukan pembinaan administrasi kevangan dan kekayaanSasal daerah.

Z.1.2. Fungsi

Urtuk melaksanakan tugas pokek sebagaimana disebuthar diatas Badan

keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota menyelenggarakan fungsi

9. perumusan teknis ditidarg pendapatan, pengebalaan kevangan dan aset daerah:

b, pelaksanaan tugas dukungas teknis bidang pendapatan, pengelolaan kewangzan dan

aset daerah;

C. pemantzuan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang

pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;

Bader Keasngan 17
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d. pembinaan teknis pamwelenggarsan  fungsl  penunjang bidang pendapatan,

pengelolaan keuangan dan aset darrah;
. peclaksanaan administrasi badan;
f. pelzksanaan tungsi lain yang diberikan aleh Bupati terkait tugas dan fungsinya,
2.1.3. Struktur Organisasl
Susunan Drganisasi Badan Keuangan terdirl dari:
1 Hepala Badan
&, Sekretaris [Sekretarlat), terdiri dari
8.  5ub Bagian Umum dan Kepegawaian
b, Sub Bogian Keuangan
C.  Sub Bagian Program dan Pelaparan
3. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, terdiri darl :
g Sub Bidang 1;
b. Sub Bidang 2;
c. dan Sub Bidang 3.
4. Bidang Perhendaharaan Daerah, terdiri dari :
a. Sub Bidang 1;
b. Sub Ridang 2:

¢, Sub Bidang 3.

Fadin Eruangas
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r

5. Bidang Akunlansi dan Pelaparan Keuangan Daerah, terdirl dar -
a. Sub Bidang 1;

b, SubBidang 2;

L. 5ubBidang 3.
6. Bidang Pengelalazn Barang Milik Daerab, lerdin darf -
a. 5ubBidang 1;
b. Sub Ridang 3:
¢ Sub Bidang 3.

7. Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalizn dan Evaluasi Pendapatan

Daerah, terdivi dari
4.  5Sub Bidang 1;
k. Sub Bidang 2;
€. tan Sub Bidang 3.
8. Bidang Pengelclaan Pendapatan Daerah, terdirl dari -
a. Sub Bidang 1
B, Sub Bidang 2,

€. dan Sub Bidang 3

9. Unit Pelaksana Teknis

1. Kelompok Jabatan Fungsional

Badan Krranguis 14
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Adapun rincian Tugas dan Fungsi dari Kepala Badan, Sekretariat serta masing

masing bidang adalah sebagai berikut

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas membanty Bupati melaksangkan urusan bidamg
perencanaan sngearan daerah, bidang perbendaharaan daerah, bidang akuntansi
dan pelaporan keuangan daerah, bidang pengeinlaan barang milik daerah, bidang
perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi pendapatan daerabh dan
bidang pengelelazn pendapatan daerah kewenangan dasrah dan tugas pembantuan

vang ditugaskan kepada Daerah,

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada avat (1], Kepala Badan

menyelenggarakan fungs :

4. perumusan keblijakan, penyelenggarasn, pemantavan dan evaluasi, pembinaan
dan pengembangan sumber daya manusia (3DM) serta pengawasan pelayanan
Bidang Perencanaan Anggaran Deerah, Bidang Perbendzharaan Daerah, Bidang
Akuntansi dan Pelaporan Kevangan Daerah, Bidang Pengeluloan Barang Mk
Daerah, Bidarg Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasl
Pendapatanr Daerah dan Bidang Pengelalaan Pe ndapatan Daeran;

b. pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauzn dan evaluasi serla
pengawasan  pelayanan  Bidang  Perencansan  Anggaran  Daerah, Bidang
Perbendaharsan Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaparon Keuangan Daerah,
Gidang Pemgelolaan Barang Milik Daerah, Bidang Perencanaan, Pengembangan,
Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah  dan Bidang Pengelolaan
Pendapatan Daerah;

. Pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantavan dan evaluasi serta
pengawasan pelayanan Bidang Pendataan dan Penelapan, Bidang Penagihan,
Pembinaan dan Evaluasi, Bidang Asset, Bidang Anggaran, Bidang Perbendabaan
dan Bldang Axuntansi;
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d.  Pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan Mdang
tugasnya;

€. Pembinazn, pengawasan, pengendallan dan koordinasi kegiatan bida g Leknis
meliputi Bidang Perencanaan Anggaran Deerah, Bidang Perbendaharaan Daerah,
Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Bidang Penpelolaan Barang
niilik Daerah, Bidang Perencanaan, Pengembangan, Penpendallan dan Evaluasi
Pendapatan Dzerah dan Rldang Pengelolaan Pendapatan Daerzh;

t.  Fembinaan, pengawasan dan pengendalian  akuntabilitas kinarja instansi
permerintah (AKIP);

E- Pembinaan, pengawasan dan  pengendalian  urusan kesekretariatan,
kepegawaian dan rumah tangga Badan;

h. Pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Radan:

I Palaksanaan tugas laln yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tupasnya.

Uraian tugas Kepala Badan sebagalmana dimaksud pada ayat (1] sebagai berikut
A, Merumuskan Rendana Strategls [RENSTRA) dan Hencana Kinerja [RENJA] badan;

b.  merumuskan bahan kehijakan teknis Bidang Perencanaan Anggaran Daerah,
Bidang Perbendaharaan Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Daerah, Bidang Pengelolaan Barang Millk Daerah, Bidang Perencapaan,
Pengembangan, Penzendalian dan Fyaluasi Pendapatan Deerah dan Bidang

Pengelolaan Pendapatan Daerah;

€. merurmuskan bahan kebijakan teknis bidang pengembangan sumber daya
manusia di Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, Bidang Parbendaharaan
Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Bida g Pengelnlaan
Barang Milik Dasrah, Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengerndalian dan

Evaluasi Pendapatan Daerah dan Bidang Pengslolaan Pendapatan Dasra h;

d.  merumushan bahan kebijakan pengaweasan pelayanan Bidang Perencanaan
Anggaran Daerah, Ridang Perbendaharazn Daerah, Bidamg Akuntanszi dan
Pelaporan Keuangan Dacrah, Bidang Pengelolzan Barang Milik Dacrah, Bidang
Ferencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah

dan Bidang Pengelolaan Pendapatan Dacrah;

. Merumuskan segala bentuk pelaporan lainnya sesuzi bidang tugasya;

Huiclan Kenangan 1t
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f. melaksanakan kebijakan teknls Bidang Perencanaan Angearan Daerah, Bidang
Perbendaharaan Daerah, Bidang Akuntznsi dan Pelaparan Keuangan Daszrah,
Bidang Pengelolaan Barang Milik Daszrah, Bidang Perencanaan, Pengembangan,
Pemgendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah dan bBidang Pengelolaan
Pendapatan Daerah:

g melakzanzkan pergawasan pelayanan Bldang Perencanaan Angparan Daerah,
Bidang Perbendaharaan Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Daerah, Bidang Pengelelaan Rarang Milik Daeral, Bidang Perencanaan,
Pengembangan, Perngendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah dan Bidang
Pengelolaan Pendapatan Daeral;

h.  memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati;

i Mempelajari dan memahami peraturan pemundang-undangan yang berkaitan
dengan linghup tugasnya sebagai pedoman dalarm pelaksenaan tugas;

I Melzksanakan peraturan perundang-undangan yang herkaltan dengan lingkup
tugasnya sebagai pedoman dalam palaksanaan tugas;

k. Melaksanakan koordinas) dengan sekretaris daerah dan instansi terkalt lainnya
sesuai dengan lingkup tugasnya;

' Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Eupatl melalui
Sekretaris Daarah;

m.  Aelaksanakan pemblnaan akuntabilitas kinerja intansi badan;

n.  Melaksanakan pengendalian akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah badan:

u.  Mengoordinasikan  perencanaan, penyelenggaraan, pengendslian  dan
PEnpawasan tugas-tugas Sekretanial dan Bidang;

p.  Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja
bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan
yang berlaku;

4. Melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran sesuai dengan program dan
kzgiatan badan herdasarkan peraturan peru ndang-undangan yang barlaky;
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Melaksanakan pengendalian penggunaan anggaran sesuai dengan program dan

kegialan badan berdazarkan peraturan pery ndang-undangan vang berlaku; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Kepala Badan selaku PPKD mempunyai tugas:

b,

rnenyusun dan melaksanakan kehbijakan pergelalzan keuzngan daerah;
MEnyUsUN rancangan AFBD dan rancangan Perubahan AFBO;

melaksanakan pemungutan pendapatan daerzh yang telah ditatapkan cEngan
Peraturan Daerah

melaksanakan fungsi BUD;

menyusun laporan keuangan dzerah dalam rangka pertanggungjawaban

pelaksanaan APED;

melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala

daerah,

FPED dalarm melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang;

a.  menyusun kebijakan dan pedaman pelaksanaan APRD;

b. mengesahkan DPA-OPD/DPPA-CIFD;

¢ melakukan pengendalian pelaksanaan APED:

d. memberkan petunjuk teknis pelaksanazn sistem penerimaan dan pengeluaran
kas daerah;:

2, melaksanakan pemungutan pajak daerah;

f. menstapkan SPL:

g menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama
pemerintah daerah;

h.  melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan ke uangan daerah;

. menyajikan informasi kevangzn daerah
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relaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang

milik dagrah,

£. Ss=kretaris

Sekretaris mempunyai tugas mengelola urusan  kesekretariatan yang meliputi

administrasi umum, keuarngan, kepegawaian dan program dan pelaporan. Uraian

tugas Sekretaris sebagai berikul ;

™

Mermbantu Kepala Badan dalam melaksanakan tugas di bidang kesekretariata n;
Mengelals penyusunan rencana dan program  kerja Sekretarial, schagai
pedoman pelaksanaan lugas;

Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Badan, yang
herkaitan dengan kegiatan bidang kesekielariatan, dalam rangka pengambilan
keputusankekjakan;

Mendistribustkan dan memberl petunjuk pelaksanaan tugas kepada para
Kepals Sub Bagizn, sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Membina dan memotivasi bawahan dalam  rangka pelaksanaan Lugas,
peningkatan produktivitas dan pengembangan karler bawahan:

Memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan;

Mewakili Kepals Badan dalam hal Kepala Badan berhalangan untuk melakukan
koordinasi ekstern yang berkaitan dengan tugas-tugas dinas;

Mengelola penyusienan rencana dan program kerja Badan, sebagai pedoman
pelaksznaan tupas Badan;

Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan administrasi kearsipan,
naskah dinas baik yang masuk maupun keluar;

Mengareksi surat-sural atau naskah dinas di lingkuep Badan:

Mengatur  pelaksanaan layanan di bidang  kesekretariatan kepada  wnit
organisasi dl linpkup Badan;

Menyusun dan menelaah peraturan perundang-undargan yang berhubungan

dengan Badan;
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m. Mengelola pengadaan dan perfengkapan serta rumah tangga yang mmenjadi
kebutuhan Badan;

n.  Mengelala hubungan masyarakat dan keprotokolan Badan;

o. Mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/keglatan kesekretariatan
sesual ketentuan yang berlaku,

p.  Mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan Badan;

f. Mengelola perencanaan dan program Badan:

r. Mengelolz dan mengkeordinasikan  penyusunan  rencana  anggaran  dan
pelaksanzan anggaran lingkup Badan;

5 Memantau, mengkeordinasikan, dan melaporkan setiap kegiatan Badan kepada
KEepala Badan: dan

L Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan, sesual dengan tupas

dan fungsinya.,

4. Bidang Perencanaan Anggaran Dasrah

Bidang Perencanaan Anggaran Daerah mempunyai tugas membanty Kepala Badan
melaksanakan urusan di Bldang Perencanaan Anggaran Daerah yang menjadi
kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah, Uraian
tugas Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah sebagai berikut ;

. merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA] Badan;

b. rmenyusun  rencana  operasional Bidang Perencanaan Anggaran  Daerah
berdasarkan program kerja serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman dalam

pelaksanaan tugas;

€. mendistribusikan tugzas kepada bawahan pada Bidang Perencanaan Anggaran
Drzerah sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang dit=tapkan agar

tugas yang diberlkan berjalan efektlf dan elisien;

d. memberi petunjuk pelaksanaan lugas kepada bawahan pada Bidang
Perencanaan Anggaran Daerah sesual dengan peraturan dan prosedur agar tidak

terjadi kesalahan dalam pelaksanaar tugas;
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menyelis pelaksanaan tugas bawahan pada Bidang Perencanazn Angearan
secara berkala sesuai dengan peraturan dan prossdur yang berlaku untuk

mencapai target yvang ditetapkan;
mengeloks rencana dan program kerja di Bidang Perencanaan Anggaran Daerah;
merumuskan bahan kebijakan teknis Bidang Perencanaan Angraran Daerah;

merwmnuskan bahan kebljakan teknis bidang pengembangan sumber daya

manusia di Bidang Perencanaan Angearan Daerah:

merumuskan bahan kebljakan pengawasan pelayanan Bidang Perencanaan

Anggaran Daerzh;

mengoordinasikan pengalokasian anggaran dalam penyusunan KUA PPAS dan
KUPAPPAS Perubaharn;

mengoordindsikan pemyusunan RKASDPA SKPD dan atau RKAP/OPPA SKPD:

menyusun Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah

temtang penjabaran APED:

mEenyLsun peraturan kepala daerah tentang teknis penyusunan anggaran SKPM:
tnengourdinasikan peraturan pendukung perencanaan anggaran;
mengeordinasikan perencanaan anggaran pendapatan;

mengoordinasikan perencanaan anggaran belanja daerah;

mengaordinasikan perencanaan anggaran pem biayaan;

meryediskan angearan kas; dan

rnelaksanakan tugas kedinasan lainnya sesual dengan tugas dan fungsinya.

. Bidamg Perbendabaraan Daerah

Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan

melaksanakat urusan di Bidang Perbendzharaan vang menjadi kewenangan daerah
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dan tugas pembanluan yang ditugaskan Kepada Daerah. Uraian tugas Kepala Bidang

Ferbendaharaan Daerah sebagai berikut :

3,  merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (REMIA) Badan;

b.  merumuskan bahan kebijakan teknis Bidang Perbendaharaan:

c. merumuskan hahan kebijakan teknis bidang pengembangan sumber daya
rmantsia di Bidang Perbendaharaan;

d. mengonordinasikan pangelolaan kas daerah;

g. mengoardinasikan pemindahbukuan uang kas daerah;

t. mengoordinasikan panatausahaan pembiayaan dzeran;
mengoordinasikan peogelolaan dana perdmbangan dan dana transfer lainnya;
mengoordinasikan penempatan uang daerah dengan membuka rekening kas
umum dagrah;

| mengaordinasikan, permprosesan penerbitan dan pendistribusian lembar $P20;

|- mengoordinasikan pelaksanaan dan penslitian kelengkapan dokumen 5PP Dan
=PM, pemberian pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan azas gaji
dan ngn gaji, serta penertiban SKPP;

k. mengeordinasikan penyusunan laporan realisasi pengguanaan laporan dan
pengeluaran kas daerab, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan,
remarongan dan penyetoran perhitungan pihak ketiza (PFE);

| mengoordinasikan palaksanaan pivtang dan utang dacrabk yang timbul akibat
pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pemblayaan dan penempatan uvang
daerah sebagai optimalisas| kas;

m. mengoordinasikan rekonsiliasi data penarlmaan dan penpeluaran kas serta
pemunguan can pamaotcngan atas SP20 dengan Instansi terkait:

n.  mengoordinasikan penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang
berkaitan dengan pererimaan dan pengeluaran kas serta pefiatausahaan dan
pertanggungjawaban (SP1):

©. mengoordinasikan pelaksanaan  penerbitan SPD Restitusi, pengembalian
kelehihan penerimaan; dan

p.  melakanakan tegas kedinasan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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5. Bldang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Kepala Bidamg Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah mempunyai tugss

membanty Kepala Badan melaksanakan urusan di Bidang Akuntznsi dan pelapuran

seuangan daerah yang menjadl kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang

ditugaskan kepada daerah. Uralan tugas Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Keuangan Daerah sebapai berikut :

a. merumuskan Rencana Strategis (REMSTRA) dan Rencana Kerja [REMNJA) Badan;

b.  merumuskan bahan kebijakan teknis Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Daerah;

L. merumuskan bahan kehijakan teknis bidang pengem bangan sumber daya
fianusia di Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daarabs;

d.  mengnardinasikan pembukuan anggaran |akuntansi] penerimaan kas daerah;

g.  mengaardinasikan pembukuan anggaran lakun tansi] pengeluaran daerah;

f.  mengoordinasikan  keglatan penyusunan  laparan e rtanggungjawaban
pelaksanaan APBD:

E- mengoorcinasikan  kegiatan  penyusunan  Laporan Partangeungjawaban
Pelaksnaaan APBD Pemerintah Kabupaten;

h.  mengocrdinasikan kegiatan pervusunan Aancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD Kzbupaton:

i melaksanzkan konsolidasi seluruh laperan ke uangan SKPO, BLUD dan PPED;

Jo menyusun tanggapén terhadap LHP BPK atas Laporan Pertangzungjawaban
Pelaksanaan APBD;

k. melaksanakan rekansiliasi realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayvaan;

I menyusen anallsis Laporan Pertangzu ngjiawaban Pelzksanaan APED:

. menyusun  kebljakan dan pandusn teknis  aperasional penyelenggaraan
akuntansi pemerintah daerah;

n. menyusun sistern dan prosedur akuntansi dan pelaporan ke uangan pemerintah
dacrah;

0. melaksanakan verifikasi dan pengujian atas bukti memorial:

p.  melaksanakan  pembinaan dan  sosialisas tentang pengyusunan  faporan
keuangan pemerintah daerah sesual system akunlansi pemerintah daerah: dar
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2

q.

!:'J

melaksanakan luga: kedinasan lain yang diberkan oleh atasan secuai dengan

tugas dan Fungsirya.

6. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas membantu Kepala
Badan melaksanakan wrusan di Gidang Pengelolaan Barang MOk Daerah yanp
menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan vang ditugaskan kepada

Daerah. Uraian tugas Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Dazrah sehagal berlkut

merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA] dan Rencana Kerja (REMIA] Badan;
merumuskan bahan kebijakan teknis Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

merumuskan bahan kebijakan teknis bidang pengembangan sumber dava
manusla dl Bldang Bidang Pengelelaan Barang Millk Daerah;

mengoardinasikan penyusunan standar harga berdasarkan jenis dan Lipe barang;

mengoordinasikan  penyiapan  bahan pertimbangan  persetujuan  dalarm

penyusunan rencana kehutuhan harang milik dazrah;

mengoordinasikan  penyiapan  bahan  pertimbangan persetujuan  dalam

penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaangperawatan barang milik daerah;
melaksanakan penatausahaan barang milik daerah:
mengoordinasikan pelaksanaan inventarizasi barang millk daerak;

mengoordinasikan pelaksanaan pengamanan fisik, administrasl dan Buokum

harang milik dagrah;

mengoordinasikan penyiapan dokurmen pengajuan usulan pemanfaatan dan

pemindahtanganan barang milik daerah;
mengocrdinasikan hasil penilalan barang milik daerah;

meneliti  dokumen  usulan  penggunaan, pemanfaatan, pemusnaban dan

penghapusan barang milik daerah;
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m. mengooerdinasikan pelaksanaan rekonsiliasi dalam rangka peryusunan laporan

barang milik daerah;
n. mengordinasikan penyusenan dan penghimpunan laperan barang milik daerah:

o mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan pengelolaan barang milik

daerah; dan

p. melaksanakan twgas kedinasan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

. Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendallan dan Evaluasi Pendapatan Daerah

Kepala Bidzng Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Fvaluasl Pendapatan
Daeprah  mempunyal [ugss membantu  Kepala Badan melaksanakan urusan
pemerintahan di Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi
Pendapatan Daerah yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten dan tugas
pembantuan yang dilugaskan kepada Daerah. Uraian tugas Kepala Bidang
Perencanaan, Pengembangan, Pergendalian dan Evaluasi Pendapatan Dasrzh

sebagzai barikut ;

A, mMerurmuskan Rencana Stralegis (REMSTRA) dan Rencana Kerja (RFMIA) Badan:

b. merumuskan bahan kebjjakan teknis bidang Perencanaan, Pergembangan,
Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah;

€. merumuskan bahan kebijakan Uralan tugas Kepalz Bidang Perencanaan,
Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerab sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut -taknis hidang pengembangan sumber
daya manusia di bidang Perencanaan, Pengambangan, Pengendalizn dan
Evaluasi Fendapatan Daerzh;

d.  merumuskan bahan kehijakan penpawasan pelayanan bidang Perencanaan,
Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah;

& melzksanaken perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengembangan,
pergendallan dan evaluasi pendapatan daerah;

[.  melaksanakan perumusan kebijakan tertang intensifikasi pajak daerah dan

retribusi daerah;
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melakukarn analisis regulasi pendapatan daerah;

merumuskan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak dasrah dan
retribusi daerah;

menyusun konsep produk hukum dan pelaksanaan serta teknis pemungutan dan
pengelalaan retribusi dasrah dan pendapatan daerah lainnya;

melyusun, merumuskan, mengusulkan penetapan dan  perubaban  tariff
retribusi daerah dan pendapatan fainmya

menyiapkan bahan evaluasi ranangan peraturan daearah tentang retribusi
daerah Kzbupaten/Kota

renyusun dan menyiapkan rancangan peraturan pslsksanazn, petunjuk teknis
bagi hasil pajak

melzksanakan menitaring dan  sinkronlsasi regulasi yang teckail dengan
pendapatan daerah;

melaksanakan perumusan kebijakan lentang system administrasi pelayanan
palak daesah dan retribusi dasrah;

melaksanakan perumusan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan
infarmiasi pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakal;

melaksanakan merumuskan kebilakan pelayanan pajak dan retribusi daeseah
yang berbasis teknologi informasi;

melaksanakan koordinasi dengan pihak rerkait dalam perumusan kebijakan
pendapatan daerah;

rmelaksznakan fungsl konsuitasi dan pendampingan wajib pajak dan retribus;
rmenyelenggarakan sistern informasi pajak daerah dan retribusi daerah baik
internal mavpun eksternal;

melaksanakan pemeliharaan basis data pajak daerah dan retribusi dasrah;
melaksanakan pemeriksaan pajak daersh;

melakzanakan monitoring dan evaluasi pemungutan pajak dacrah dan retribusi
daerahy; dan

melaksanakan lugas kedinasan lalnnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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B Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

kepala Bidang Pengelalaan Pendapatan Daerah mempunyal tugas membantu Kepala

Badan rielaksanakan urusan di Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerab yang menjadi

wewsnangan daerah dan tugas pembantuan vang ditugaskan Kepada Daerah. Adapun

uraian tugas Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Dacrah sebagai berikut :

h.

rmerumuskan Rencana Strategis [REMSTRA) dan Rencana Kerja (REMIA) Badan;

melaksanakan pelayanan pendaftaran dan permungutan pajak daerah dan
retribusi daerah;

menyusun rencana kegiatan pendataan pajak daerah

melaksanakan pendaflaran, penetapan, pendapatan dan penilalan pajak daerah

dan retribusi daeran;

mengocrdinasikan pemungutan pajak daerah dan retribusl daerah;
mengeordinasikan penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak;
menyusun laporan realisasi penerimaan pendapatan dacrah:
melzksanakan pelaporan pendapatan daerah;

mielaksanakan sestallsasl dan konsultas: kebijakan pajak daerah dan retribusi

daerah; dan

mielaksanakan tugas kedinasan lainnya sesual dengan tugas dan fungsinya.

2.2 SUMBER DAYA BADAN KEUANGAN

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya baik secara administrasi maupun

operasional pada Badan Keuangan Kzbupaten Lima Puluh Keta perlu adarya dukungan

sumber daya manusiz dan aset/sarana dan prasarzna vang dimiliki. Adapun surntser dava

lersobut adalah sebhapgai berikut
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Sumber Daya Manusia

Surmiber Daya Manusia (SDM] aparatur Badan Kewangan Kabupaten Lima Sulub

Kota Per 1 Desernber 2020 adalah schanyak 97 orang vang terdiri dari ; 64 Qrang

Pegawai Negerl Sipil dan 33 orang Pegawai Kontrak, Secara rinci Data Kepegawalan

Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kora dapat disajikan pada Tabel berikut ini -

Tabel 2.1
Data PNS dan Pegawal Kontrak Badan Keuangan
Eabupaten Lima Puluh Kota Per 1 Desember 2000

Berdasarkan Golongan fRuang, Kelamin dan Pendidikan

| d Kelamin Pandidikan
Ng.  Ruang Jml |
LK PR |SD | SLTP | SITA | D1 | D2 | D3 | 51 |
1. | wid o g | e | e z
2. v/c 1 2 - - - 1
1 IV 1 5= = F ¥ 2
|
|
a. Iv.a 4 1 B = = 1 5
| ]
K. ifd I3 4 = 1 R 10 |
. e E | @ - 3 E 12 13
7. e PR 1 7 &
8 llfa 5 & '- = 3 3 10
} =
9. It jd g a4 | - F S | 7
e I |
Badan '.':ﬁllﬂﬁlﬂ'ﬂxl 18
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Ll Kelamin Pendld|kan
Np. | Ruang Il
Lk PR |50 | SLTP | SUTA |01 (D2 [ D3| 51 | 52
T lifc 5 | 3 ) - - E)
o, I/t 1 5 1 5| G I
[l Ifa R - - - | -
13. | I/d = . - -
T I - - - - - -
|
15. /b | A Z H w ST
16. Ifa = 5 E - o i B
. !
17, | PIT B 1 1 5 EE T 2
18. THL | i |3 | - 7 ] 3 [A 33
' ' Jumizah - 87
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2. Sarana dan Prasarama

Serama dan prasarzna yvang dimiliki Badan Kewangan Kabupaten Lima Puluh

Kata Per 30 Juni 2020 adalah :

Tabel 2.2

Data Peralatan Pandukung QOperasional

Mo Jenis lumigh Satuan Keterangan
1 | Komputer FCSIFKD | 42 Linit ]
2 | Printer SIPKD 5 Unit '
| Kendaraan —
- Roxda 4 10 Unit
- Rogla 2 G Fruit
- Gerabak 1 init
| 4 | Mzja kerja T Unit
5 | Meja%birc S Unit
6 | MejaTelepon 1 Unit ]
¢ MajE Komputer 33 Umnit Baik = 3
_ Fusak Ringan =13
I‘ & | Kursi Tamuy 7 st Diruangan  pejabat
asalan 1 dan 11|
9 | Kursi rapat 153 LIt Rusak berat = 35
L Rusak Ringan=5
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Mo Jenis umlah | Satuan Ketera ngan
- ) Batk=1
10 Kursi Putar g Unit  Rusak Borat=190 |
| Ruzak Ringan = 5
11 | Kursi Biasa 25 unit Rusak berat=7
_12 Kursi Lipat 15 Linit Rusak Berat = 10
13 | Lemarl Arsip 12 Unit a
14 | Lemari Kaca 8 Unit ]
[ 15 | Lermar Besi 34 Linit Rusak berat = 4
Rusak ringan =1
| Baik - 34
16 | Lemaries 1
17 Komputer PC Bl Unil_mWn =4
| Rusak Berat =4
Berat= 12
128 | Mesin Perforasi 2 Lnit . Baik = 2
Ruzak Ringan=1
18 | Laptop 33 Unit |
20 | Filling Kakinet 18 Unit | Rusak berat=11 |
! Rusak ringan = 13
Baik =B
21 | Note Book 28 Unit
22 | Printer 155 Unit  Mutasi= 20

Budun Keuangan
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No Jenis lumiah | Satuan | Keterangan

i | | Rusak Ringan = 14

Rusak Ringan = 1

Ausak Besart = 41

23 | Scanner % T tnk
24 | Brankas 2 Unit 1= Baik
1=Rusak
15 | Dispensar 3 Linit =
26 | Mesin Tik 11 Unit Rusak ringan =5
Balk=1
27 (22 |22 T unme 1
28 | Telavisi __-‘4 [ Linik
29 | camera Mrigital 3 Uit
| 30 | Handycam lE Linit o
31 |stabilizer | 18 |  Unit | Baik=2
Rusak ringan =13
32 | Kipas Angin 12 Linit Baik =& '
Rusak Fingan - &

4.3 Kinerja Pelayanan Badan Keuangan

1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan

Badan Kewangan Xabupaten Lima Pulub  Kota schagai  instansi  vang

berrangpungjawab  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  dan pengelolaan

Baralte Weuangar . ' 1z
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aszet/barang  daerah  mulai  dari  proses  penganggaran LAMpai  proses
pertanggungjawaban APBD mempunyai tugas antara lain melaksanakan pelayanan

administrasi dan kegiatan keuangan daerah serts pengelolaan asset/barang daerah,

Rencana Strategis menjadi acuan untuk penyvusunan rencana jangka pendeh.
Penyusunan Rencana Strategis diarahkan dalam rangka mencapai wisi dam misi
arganisasi, sebagaimana diamanalkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah [AKIP) yang mewajibkan kepada tiap-tisp
Instansi pemerintah untuk menyusun Rencana Strategis. Pemyusunan Rencana
Strategic Badan Keuangan Kzbupaten Lima Puluh Kola Tshun 2021-2025
berpedoman kepada Rencana Pembangunan fangha Panjang Daerah (RPIPD) Tahun
2005-2025 dengan memperhatikan Rencana Pembangzunan Jargka Menengah

Daerah (RPIMD) Tahun 2016-2021.

Keglatan pelayaran di bidang pengelolazn keuangan daerah meliputl penyiapan
bahan penywsunan dan kebiakan kewangan daerah berupa pemberian pedarnan
penyusunan anggaran, pedorman penatausahaan keuangan daerah, pedoman
pelaporan keuangan SKPD. Selain melakukan pembinaan berupa sosialisasi dan
pembinaan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan pengzelalaan
asset daedah berupa pemberian pedoman penvusunan Bencana Kebutuhan Barang
Milik Daerah dan Rencana Kebuluhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, serta
pembinaan pengelolasn asset/harang daerah. Dalam pelaksanaan  kegiatan
pengelolaan administrasi keuvangan dan assat/barang daerah dilingkungan
Femerintzh Kabupaten Lima Puluh Kota mengikuti peraturan perundang-undangan

vang berlaku.

Badirn Kpusrgon . 12
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Walaupun sudah berhasi! mempertahankan WTP dalam & Tahun terakhir, namun

masih menyisakan beberaps permasalah yang masih periu dibenaki baik dalam
penyusunan laporan keuangan maupun dalam pengelolaan BMD, seperti halnya
pengelolaan dana BOS, penyajian data piutang PRB, penyarapan dana yvane relative
lamban dan akseleratil diakhir tahun serta penyajian nilai asset yang kurang tepat
di perangkat daerah, Narmun senantiasa diupayakan perhaikan-perbaikan sohingga

tidak menjadi panghambat untuk perolehan WTP pada tahun-tahun sela njutnya

Badan Keuangan memiliki peran ganda vaitu sebagai peranghat daerah juga sebagai

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) sehingga Badan Keuangan
memiliki peran yang strategis dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan
keuangan Pemerintah Daerah tidak terlepas dari batasan pengelolaan keuangan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 201% tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menter Dalam Megeri Momor 77
fabun 2020 tentarg Pedoman Teknis Fengelolaan Keuangan Daerah, Badan
Keuangan memilikl fungsi pengkoordinasian pengelolaan k2uangan dan barang
daerah, sehingza pelayanan yang diberikan ke perangkat daersh pun sesual dengan

tugas dan fungsi Badan Keuangan.

1. Angpgaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Radan Keuangan

Pencapaian kinerja pelayanan sudak pasti didukung dengzn anggaran kegiatan
sehingga target-target yang ditetapkan 7016-2021 dapat tercapai. Anggaran dan
Realisasi Pendanaan Pelayanan fadar Keuangan selarma kuren wakiu tahun 2016—

2020 dapat dilthat pada tabel berikut

Badan Fitigan a0
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2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Keuangan

Dalam melaksanakan tupas-tugas pelayanan baik terhadap aparatur maupun

pelayanan publik ke depsn serta dalam mewujudkan rencana strategis ini perlu

diidentifikasi kekuatan dan kelemahan serta tantangan dan palua ng yang akan dihadapi.

kekuatan dan kelemzhan pelayanan Badan Keuangan dapat dilihat pada tabel berikut -

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan Internal

Kelemahan

Kurangnya kem petensi vang dimiliki aleh
aparatur pengelola keuvangan, barang
mitlik daerah dan pendapatan daerah

No | Kekuatan
1 [ Tersedianya sarana dan prasarana
2 Adanya pejabat fungsional analis
. keuangan pusat dan dasrah
3 | Tersadianya tenaga IT
=

Pengekalzan keuwangan daserah belum
sepenchnya berbasis elektranik

Belum sepenubinya dllaksanakan SOF
pelayanan pajak dasran

Sedangkan peluang dan tantangan yang akan dihadapi oleh Badan Keuangan dalam

lima tahun ke depan dapat dilihat pada tabel berikut -

Tabel 1.6

Peluang dan tantangan aksternal

Nao | Peluang

I Tantangan _‘

1 | Peran Badan Keuangan yang
strategis

Glabalizasi [

2 | Kepercayaan pimpinan

Perbedaan persepsi dalam
memahami peraturan dengan
permeriksa fungsional

3 | Koordinasi yang baik dengan
pravinsi dan pusat

Informiaczi semakin lerbuha
dan perubahan peraturan
yang sangal cepat

Rumusan Permasalahan Strategls Yang Dihadapi Masa Kini

Rardiene ® ruangan
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ldentifikasi kelernahan dan tantangan yang dihadapi diperlukan agar hisa

diantisipasi dan dikelola menjadi potansi sehingga dapat rmwendorong pelaksanaan

pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat peraturan perundang-undamgan,

transparan dan bertangeung jawakh.

Supaya ada kesinambungan dalam pencapalan visi, misi dengan nilai yang

diharapkan, perlu dilakukan identifikasi mitra kerja, baik internal maupun eksternal,

termasuk pula stakeheolders yang berhubungan langsung dengan implementasi dan

rekormendasi yang dibasilkan dalam kebijakan publik, baik dari segi soslal, ekonomi,

politik dan stabilitas kepercavaan masyarakat terhadzp penyelenggaraan pemerintah

daerah dan pembanguran di Kabupaten Lima Puluh Kota, terulama yang relevan

dengan pelaksanaan hak dan kewallban daerah. Identifikasi mitra kerja dan

stakehalders dapat dilibat dalam tabel berikyt -

Tabel 1.7

Identifikas] mitra kerja dan stakeholders

Hadan Kprangan

No | Uraian Ekspektasi yang diharaphan Keterangan
1. | Tim perghitungan potensi | Peningkatan penerimaan pajak mitra keria
pajak daerah dan retribusi | daerah dan retribusi daarah internal
daerah
2. | Tim pemeriksa dan Peninghatan penerimaan pajak mitra kerja
penertiban pajak daerah daerzh dan retribusi daerah ekstarnal
dan retribusi daerah
__:;_ Tim pengamanan barang Peningkatan pemanfaatan mitra kerja =
milik daerah barang milik daerah akstermal
4, | Tim pengembangan Terwujudnya pengelolaan mitra kerja
teknologi informasi kewangan daerah, barang milik intesnal
daerah, dan pendapatan daerah
berbasis elektronik
5 | OPD Terlaksananya pengelolaan mitra kerja
E | keuangan daerah, barang milik |
4
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| No Ekspektasi yang diharapkan I

Keterangan

Uraian
daerah, dan pendapatan dasrah | eksternal
berbazis elektronik '
6. | Magari j Tersalurnya Belanja Bantuan mitra kerja |
Keuangan Tepal Waktu aketarnal
7. | KPN Lancarnya dana transfer dari mitra kerja
pusat, terutama vang elstermal
berhubungan dengan dana
penmbangan
5 | Bank Magari Terlasilitasima tramsaks| mitra kerja
' keuangan daerah chsternal
| g, Kementeran dan Provinsi | Terjalinnya koordinasi vang baik | s e
eksternal
10, | Perguruan tinggi Terjalinnya kerja sama = ke.r}a
ekslernal
11. | DPRD Dukungan kebijakan dalam stakeholders
melaksanakian pengelolazn
keuangan dasrah
12. | Pars Terpublikasikannya kegiatan stakeholders
dan capalan Badan Keuangan
13, | Masyarakat Meningkatnya kepuasan stakeholdors

masyarakat terhadap pelayanan
publilk

Rumusan perubahan, kecenderungan masa depan dan

Tupoksi Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota,

pengaruh pada

Dari beberapa kekuatan dan peluang vang ada perlu diformulasikan imenjadi
suatu perubahan yang slgnifikan untuk meryongseng masa depan yang lzbih efisien,
efektif, berkeadilan dan kepatutan dalam pengelnlaan keuangan dasrah, baik yang

berhubungan dengar hak maupun kewajiban daerah, Jehinggs pendapatan daarah

yang bersumber dari PAD, Perimbangan dan Pendapatan Lain-laln yang sah bisa
Badan Keudrygan - 45
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eptimal, kemudian kewajiban pemerintah daerah vang diakui sebagal pengurangan
nilzi kekayaan bersih yang diakibatkan oleh belanja langsing, belanja tidak langsurg
dan pembiayaan bisa tersalesaikan tepat waktu sebagaimana yvang dirumuskan

dalar Renstra Badan Keuangan Kabupaten Lima puluh Kota.

Rumusan perubahan Intemal dan eksternal yang diperlukan untuk lebih efislen
dan efektif

Dari znalisis faktor internal, ternyata tersedianva sarana dan prasarana yang
menjadi prioritas kekuatan sedangkan kelemahan yang harus diprioritaskan untuk
ditangani adalah pengelolaan keuangan daerah belum sepenuhnya  berbasis
elektronik, prioritas kedua yang kuat adalab adanya pejabat fungzional analls
keuangan puset dan daerah sedangkar untuk kelemaharnya adalah kurangrva
kompetens! yang dimiliki oleh aparalur pengelola kouangan, barang millk daerah
dan pendapatan daerah. Prioritas Kekuatan Ketiga adalah komitmen tersedlanya
tenaga T sedangkan belurn dilaksanakaniya S0P pelayanan pajak daerah mernjadi

kelemahan ketiga.

Anallsis faktor eksternal yang menjadi prluang prioritas pertama adalah
Peran Badan Keuangan yang strategis sedangkan viang menjadi tantangannya adalah
Globalisasi, prioritas kedua dalam peluang adalah adunya kepercayaan pimpinan
namun dalam tantangan prioritas kedua tantangannya adalah adanya Perbedaan
persepsi dalam memahami peraturan dengan pemeriksa dan prioritas yang ketiga
adulah mudah berkoordinasi dengan provinsi dan pusat sadangkan tantangan
prioritas ketiga adalah Informasi yang terbuka dan perubahan peratLran yang

sangal capat,

Badan Kemrtgae A6
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BAE I

PERMASALAHAN DAN I5U-|5U STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Badan Keuangan

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi 8adan Kewangan Kabupatan Lima Puluk
kota maka peranan Badan Keuangan sangal penting dalam pengelolaan kevangan dan
asset daerah mulai dari proses perencansan, penganggaran, pencairan, pelaporan dan
pertanggungiawaban APBD. namun peranan penting tersebut tidak akan berjalan
dengan balk apabils tidak didukung oleh srana dan prasarana serta sumber daya yang

memadai dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan,

Terkait dengan pelakzanaan kewenangan dibidang pengelalaan keuangan dan
asel/barang daerah, maka penyusunan rencana strategis perlu memperhatikan adanya
isU-isu strategis baik yang berasal dari intarnal maupun eksternal, antara lain berupa
infarmiasi, kejadian dan dinamika kebutuhan masyarakat vang eksistensinva dapat
rmempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja Badan Keuangan

Kabupaten Lima Puluh Kota, antara fain

1. Diterbitkannya Peraturan Pemerintah fepublik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019
lentang Pengelolaan Keuangan Daerah menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor

a& Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

£. Diterbitkannya Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang
sistem [nfarmasi Pemerintahan Daerah menggantikan Peraturan Menteri [alarm
Megeri Momar 98 Tahun 2018 Tentang Sister Informasi Pambangunan Daerah wang

stdah mengatur informasi pemerintahan daerah dalam satu sistem yang terhubung;
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3. Diterbitkanmya Peraturan Menteri Dalam Negeri Momar 90 Tahan 2019 Tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Momenklatur Peroncanaan Pembangunan dan Kevangan
Dazrah untuk mendukung Sistem Informasi Pemenntahan Daerah:

4, Pengelolaan keuangan dan assel daerah belum sapenuhnya menggunakan sistern
elekironik;

5. Kurangnys kemampuan SDM pengelola kevangan dan barang daerah dalam
melaksanakan tugasmya dengan baik dan benar, sehinggs mengakibatkan kurang
optimalnya pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang daerah.

Tabel 3.1. IDENTIFIKAS] PERMASALAHAN
M Maszalah Pokok hasalah Akar Masalah

1 | Belum Ghptimal | Belum Optimalnya | Belum sesuainya pemanfaatan alokasi
Penyelenggaraan Kualitas anggaran untuk menunjang Prioritas
pengelolaan keuzngan | Perencanaan Daerah, Propins dan Masianal

rah, b imilik i} TR
j::rah d:fnﬂ I rEEAran Belurn maksimalnya kemampuan 5004
dalam Perencanaan Anggaran disebabkan
il e gL serimg bervbahnya repulasi
yang efektif berbasic e 3 Tee i
elektronik Maszih rendahnya komitmen kepala QPD
dalam Perencanaan Anggaran
Belum Oplimalnya | Belum konsistenya pieruncanaan k{*glntan_
| Kualtas dengan abokasi aliran kas
Pengalnlaan
Eerhe:daharaan | Belum maksimalnya kemampuan SDM
AL dalam pengelolaan perbendaharaan
disebabkan sering berubahmya regulasi
| Belum optirnalnya aplikasi 5IPD p-ada'
mcdul penatausahaan
| Masih belum terkoneksinya sictem
aplikasi pemda dengan lembaga lainnya
| Belum Optimalnya | Belum memadainya Pernerapan aplikasi
peningkat Kualitas | SIPD dan sistem informasi keuangan
Pelaksanaan daarah (SIKD}
Akuntansi dan
Pelaporan
Keuangdn Daerah
Budat Kemangan
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Masih rendahrya kualitas dan kuantitas
infrastruktur yang terintegrasi

" Belum maksimalnya kemampuan SO
| dalam Akuntansi dizehabkan sering
i berubahnya regulasl

Belum Dptimalnya
peninghkat kualitas

milik daerah

2 | Masih ren IZ.I.-.'.H'II"IT':I

pengelolzan barang | perundang-undangan dalam pengelolaan

fMenuntut kesiapan a par.}tm'uniuh
menyesudikan dengan peraturan
| assel vang sering berybaty

I Belumn terlaksa nanya manajemen aset
yang efektif dan efisien

Belum semua asat daerah berupa tanah
bersertifikat

Belum terkuneksin-;-a SIPD dengal.'"
Aplikzsi Asel Daerah [SIMOA)

Maslh kurangnya

| Masih kurangnya kompetensi SOM dalam

Kemampuan tingkat akurasidan | pemungutan pajak daerah
Pendapatan Asl| aktualitas data
aerah E’f“"dah""dl'd” asli Belum lengkapnya regulasi pelaksanaan
o iy sehagal pendukung dalam pengeliolaan
pajak daerah
| Belum tersedianya insfrastruktur ETPD
dalarm mendukung pengelolaan pajak
daerah
Rendahnya tingkat | Kurangnya pemaharman masyarakat
pencapaian terhadap kewajiban pajak dasrah
realisazl pajak N ;
| daarah dan Belumn tersedlanya tenaga |penilai,
retribusi dacrah penaglh, juru sita, pemeriksa) yang
dibutubkan sesuai speksifikasi.
Belum 1:||}t'inlalnl,.'a ppméhamﬂn ;;pa ratur
terhadap pajak dacrah
Belurm intensifivya kagiatan pemungutan
pajak daerah vang dilakukan
Belum optimalnya kemitrmen dan
| koordinasi dengan instansi terkait dalam
optimalisazi pemungutan pajak daesah
Eﬂ-ﬂﬂi Wewamgrn
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3.2 Telaahan Visl, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daersh yang sesuai dengan
armanat UUD 1945, maka pemerintahan daerzsh diharapkan dapat mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut 25as otonomi dan tugas pembantuan,
sebagai upaya wuntuk mempercepat terwujudnya  kese|ahteraan rakyat  rmelalui
penirgkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakal, serta peningkatan
daya saing dezerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan,
keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

Visi Kepala Daerah Kabupalen Lima Puluh Kota terpilih peripde  2021-2076
yaitu @ ¥ MEWUJUDKAN LUMA PULUH KOTA YANG MADANI, BERADAT DAN
BERBUDAYA DALAN KERAMNGKA ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI
KITABULLAH®. Dalam mewujudkan visi tersebut akan diternpuh melalui 5 (lima) Mg

yailu:

L. Meningkatkan kualitaz sumber dava manusia yang berbudaya dan berdaya saing

bedandaskan kelmanan.

Dzlam rangka membangun sumber daya manusia Kabupaten Lima Pulubh Kots
yang berkualitas, maka diperiukan upaya peningkatan [ayanan dan akses
pendidikan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Peningkatan
kesehalan masyarokat menjadi satu tolak ukur bagi kualitas SDM yang secara
langsung berpengangh terhadap produktivitas. Sumber daya manusia yang kreatif,
nereatif dan kontributif terhagap perbangunan Ezbupaten Lima Puluh Kota tidak
akan berpengaruh signifikan terhadap pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota

tanpa di dukung cleh derajal kesehatan yang tinggi,
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Disamping peningkatan terhadap pendidikan dan kesehatan, kualitas sumber daya
ranusia juga dapat dilakukan peningkatan Lerhadap pererapan agama, adat dan
budaya di masyarakat berdasarkan falsafah adat basandi syara’, syara’ basandi
Kitabullah dengan melakukan Optimalisasi pendldikan dan fungsi Kelembagaan
agama, adal dan budaya. Penerapan adat dan budaya pada masyarakat dengan
pelestarian budaya, adat istiadal dan tradisi lokal sebagai bentuk kepribadian

masyarakat,

Mendorang pertumbuban dan perkembangan ekonomi lintas sektoral Yang

miemiliki keuriggulan ditingkat lacal dan regional.

Perkembangan ekonomi memiliki cakupan vang luas maliputi beberapa sektor,
antara lain pertanian, perikanan, pariwisata, industel kecil dan menengah serta
perdagangzn dan jasa. Dalam upaya untuk meningkatkan pertumbuhan dan
perkembangan ekonomi  masyarakar dapat dilakukan dengan peninzkatan
kunjungan wisatawan ke Kabupatzn Lima Pulub Kota, peningkatan produksi dan
produktivitas pertanian dan perikanan, peningkatan pergembangan Industni kecil

menengah dan pendapatan daerah,
Mendarong potensi nagari subagai paros pembangunan daerah.

Rabupaten Lima Puluh Kots terdiri dari nagari-nagari Y&Ng mempunyai budaya
dan potensi sumber daya yang berbeda. Pembangunan tidak semats-mara
dilakukan melalui pembangunan infrastruktur, lebih dari itu pembangunan perlu
mengedepankan pemberdayaan masyarakat schagai pelaky utama pembangunan
khususriya di nagari. Melalui pemberdayaan masyarakat di harapkan mamp:
menciptakan kemandisfan nagari dalam mendukung pembangunan Kebupaten

Lima Pulubh Kota yang bersinergi dengan Pemerintah Daerah. $alah satu Upaya
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dalam mendukung pembangunan di kabupaten Lima Puluh Kola yaitu dengan
mendorang potens: nagari di sektor ekonomi, sosial dan lingkungan dengan

meningkatkan status darl nagari tersehur,

Meningkatkan kualitas layanan publik melalui reformasi birakrasi seutubnya,

Untuk renjamin tercapainya tata keblola pemerintahan yang baik, bersih,
berwibawa, beretika dan bertanggung jawab maka perlu dl tunjang oleh kapasitas
aparatur. Dalarn hal ini unsur pemerintahan akan berperan sebagsi agen yang
menjaga keseimbangan pembangunan. Aparalur yang herkuzlitas akan menjadi

katalisater bagi pembanguman Kabupaten Lima Pulub Kota.

Upaya-upaya yang dapat di lakukan dalam reningkatkan pelayanan publik
metalul reformasi  birokras|  antara fzin melalui peningkatan  kinerja
penyelenggaraan pemerintabhan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan

publik.

Meninghatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong

pertumbuhan ekanomi dan kualilas kehidupan masyarakat yang lehih baik,

Penyediaan Infrastruktur dasar memiliki pengarub luas Lerhadap pembangunan di
berbagai sektor. Infrastrukeur dasar dalam hal ini meliputi infrastruktur jalan, air
minur, sanitasi, frigasl dan perumahan, Upava yang daoat dilukukan dalam
meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu untuk mendorang
pertumbuhan ekonerni dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik dengan
melakukan peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur dlantaranya yaitu
dengan peningkatan pemenuhan kebutuhan bangunan strategis, peningkatan

kualitas jalan, peningkatan layanan akses air minum dan sanitasi masyarakat.
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Disarnping itu tercukupinya persediaan air irlgasl untuk pertanian rakyat terhadap

sistem irigasi yang ada dan peningkatan ketersedlaan perumazhan permukiman

yang layak bagl masyarakat,

Upaya yang difakukan untuk mendorong pertumbuban ekonomi dan kualitas

kehidupan masyarakat yang lebih baik, selain dalam pembangunarn Infrastruktur
juga diperiukan peningkatan terhadap periindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup dengan sasaran yang dapat difakukan yaitu peningkatan kualitas lingkungan
hidup, peningkatan kinerjfa penataan ruzng wilayah dan penurunan resiko

bericena daerah,

Barkaitan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
terpllih periode 2021-2026 maka Badan Keuangan menjabarkan misi kedua dan
keempat menjadi rencana strategis Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota

Tahun 2021-2026 dengan pragram prioritas Badan keuangan Kabupaten Lima Puluh

kKcta adalah sehagai berikut :

1. Penunjang urusan pemerintaban dasrzh:

2. Penpelolaan keuangan daerah;
3. Pengelolaan barang milik daerah:
4, Pengelolaan pendapatan daerah.

Selanjutnya sebagal bentuk upays identifikasi faktor penghambat dan
penderang terhadap capaian keberhasilan visi dan misi kepala Daarah dan Wakil

Kepala Daarah secara ring dapat dilihat pada Tabel 3.1 =ebagai berikut ;

itz 'ﬁ,_e.‘rm@r;t
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3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Restra Kementerian Kevangan

Dokumen Renslra Kementerian/lembaga yang memiliki kaitan erat dengan
Penyusunan Renstra Badan Keuangan Daeroh adalah dokumen Renstra Kememntarian

Keuangan.

Berdasarkan Peraturan  Menteri  Keusngan Republik Indanesia  Momor
JT/PME.D11/2020 tentarg Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2074,
¥isl Kementerian Keuvangan Tahun 2020-2024 adalah Menjadi Pengelola Eeuangan
Megara untuk Mewujudkan Perekanomian Indonesla yang Produktf, Kompetitif, Inklus,
dan Berkeadilan untuk Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden:
“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandirl dan Berkepribadian Rerlandaskan Gatong
Royong". Kementerlan Keuzngan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden
nomor 2 |Struktur ekonomi yang produktsf, mandiri, dan berdava saing) dan namor 3

[Pembangunan yang merata dan berkeadilan), dengan Lpaya:
1. Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan;

2. Mencapal tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta

pengdwasan dan penegakan hukum yang efektif;

1. Mernastikan belanja negara yang berkeadilan, efektlf, efisien, dan produktf
4. Mengebala neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risika minimum.
G. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digilal dan pergelolaan Sumber Daya
Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.
sementara tujuan Kementerian Keuangan Tabun 2020-2024 adalah sehagai
barikul:
1 Pengelolaan fiskal yang sshat dan berkelanjutan.
) Fenerimaan negara vang optiral.
4, Pengebnlaan belanja negara vang berkualitas.
4, Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan yang akuntahel
dan produktif dengan risiko vang terkendali.
5. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien
ardon ‘K gmangan [
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Dalarn rangha mendukung pencapaian ima tujuan Kementerian Keuangan, telah
menetapkan sepuluh sasaran strategis yang merupakan kondisi vang diinginkan untuk

dicapai eleh Kementerian Keuangan selama tahun 2020-2024 vaitu

1. Sasaran strateghs yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Fiskal yanp Sehat

clan Berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yarmg ekspansif konsolidatif,

2 ~asaran strategis yang Ingin dicapai dalam tujuan Penerimaan MNegara vang
Optimal adalah penerimaan negara darl sektor pajak, kepabeanan dan cukai

serta PNEP yang optimal,

3, sasaran strategis vang ingin dicapal dalam tujuan Pengelolaan Belanja Negara
yang Berkualitas adalah alokasi belanja pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana

Desa (TEDD) yvang tepal.

4. Sasaran strategis vang ingin dicapai dzlam tujuan Perpgelokaan Perbendaharaan,
kKekavaan Megara, dan Pembiayaan vang Akuntabel dan ProdukLif dengan Rlslka
yang Terkendall adalah:

4. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah vang

etektif, eflslen, dan akuntabel:

B.  Pengelolsan kekayaan negarz vamg lebih efisien dan efeltif serta memberi

manfazk finansial; dan

€. Pengelolaan pembiayaan yang optimal dan risiko keuangan negara vang

terkendali.

5. =asaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Birokrasi dan layanan publk

vang agile, efektif, dan efisien adalaf:

d.  Organisasi dan SHM yang optimal;

b.  Sistem informasi yang andal dan terinteprasi;

c.  Pengendalian dan pengawasan internal vang bernilai tambak; dan

d.  Pelaksanaan tugas khusus yang aptimal.
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Berdasarkan tugas dan fungsi, Bacan Keuangzn menurjang pelaksanaan tujuan

kementerian Keuangan nomor 2, 3, 4 dan 5, depgan sasaran stralegis per masing-

masing tujuean sebagai berikut ;

3

Tujuan 2, Sasaran strategis yang ingin dicapal dalam tisjuan Pererimaan Megara
vang Datlimal adalah penenmaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai
serta PNBP yang optimal. Program keglatan yang me ndukung APIMD 2021- 2026
Kabupaten Lima Puluk Kota adalah Program Pengelolaan Pendanatan Daerah

dengan sasaran strategiznya:

#  Peningkatan capaian target PAD yang terdirl pengealian potensi PAD,

optimalisasi pemungutan PAD dan penatausahaan dan pela paran PAD,

Tujuan 3, Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Fengelalaan Belanja
Megara yang Berkualitas adalah alokasi belanja pusat dan Transfer ke Daerah dan

Dana Desa (TKDD) vang fepat:
= Peningkatan dan penatausahaan kevangan nagari

Tujuan 4, Sasaran strategis yang ingin dicapai dalarn  tujuan Pengelolzan
Perbendaharaan, Kekayaan Megara, dan Pembiayaan vang Akuntahel dan
Prod iktif dengan Risiko vang Terkendali:

#  Pengelolaan kekayaan negara yang optimal
#  Pembiayaan yang aman untuk mendukung kesinambungan fiskal

Tujuar: 5, Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Birakrasi dan lavanan

publik yang agile, efektif, dan efisian adalah

#  Peningkatan inovasi pelayanan publik berbasis leknologi informasi dengan
peningkatan Kompetensi aparatur pelayanan publik vang terpercava, cepat,
tepat, dan tanggap; serta didukung oleh peningkatan kualitas sarana dan

prasarana pelayanan publik
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3.3.2 Telaahan Restra Badan Keuangan Daerah Propinsi Sumatera Barat

Untuk tingkat Provinsi Sumatera Barat kebijakan pembangunan yang harus

diperhatikan dan diprioritaskan dalam pelaksanaan pembangunan dasrah terkait

dengan pencapaian Visi dan Misi Gubernur/ Wakil Gubernur yang telah dituangkan

dalarm RPIMD tabun 2021-2026 yaite: “Terwujudnya Sumatera Barat Madani FENES

Unggul dan Berkelanjutan®™

Visi Pembangunan Daerah tersebut diwujudkan melalui 7 {tujubl Misi

Pembangunan Provinsi Sumatera Barat 2021-2026, yang terdiri dari :

1,

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia vang berakhlak Mulia, sehat,

berpengetahuan, terampil dan berdaya saing

Meningkatkan tata kehidupan sosial kernasyarakatan bordasarkan falsafzh Adat
Bazandi Syarak- Syarak Bazandi Kitabullah

Meningkatkan nilai  tambah dan produktivitas pertanian,  perkebunan,

peternakan dan perikanan

Meningkatkon usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekanomil
berbasis digital

Merningkatkan ekonomi kreatif dan daya salng kepariwisataan
Meingkatkan perbangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjulan

Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih,

akuntahel serta berkualitas

Selanjutnya Visi dan Misi diatas dijabarkan menjadi 7 (tujuh) Tujuan dan 32 (Tiga

pulub dua) Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yaity:

Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengelahuan, terampll

dan berdaya saing.

lujuan : Mewujudkan Sumber Daya Manusla barakhlak mulia, sehal, ungeul dan

herdaya saing

Lasaran -
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Misi 2

Misi 3

Misid .

al  Meningkatnya derajat kesehatan masvarakat
b} Meningkatnya kualitas peadidikan

€]  Meningkatnya daya saing angkatan kerja

Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdazarkan falsafah Adat
Basandi Syarak- Syarak Basandi Kitabullah

Tujuan : Mewujudkan ABS - SBK sebagai falsafah kehidupan masyarahat
Sdsaran

4}  Muningkatnya ketahanan sosizl budaya masyarakat yang Lerlandaskan ABS-
SBE

B Meningkatnya budaya literasi

Meningkatkan nilal tambah dan produktifitas portanian, perkebunan, peternakan
dan parikanan,

Tujuan ; Meningkatkan pendapatan petani

Sasaran :

a]  Meningkatrya pendapatan petani pertanian [tanaman pangan, holtikultyra,

perkebunan, peternakan, kelavtan dan perikanan)
bl Meningkatnya ketahanan dan keragaman pangan

cl  Meningkatnya pradulktifitas kehutanan non kayu,

Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekancmi
berbasis digital.

Tujuan : Mewujudkan perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonami
digital yang langguh dan herdaya saing.

HBarfza 'i‘..}u'.-::,l{!}a'.rr
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Sasaran

a;  Sumatera Baral schagai pusat perdagangan

b)  Terwujudnya pelaku UMEM yang sejahtera

¢l Sumatera Barat sebagai pusat industrl kecll! URMEM

d}  Meningkatrya peran ekonomi digilal

Misl 5:  Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan

Tujuan : hMeningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata dan
ckonami kreatif.

Sazaram :

al Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap PDRB Surnatera Barat
]  Meningkatrwa kantribusi ekonomi kreatif terhadap PORB Sumatera Baral

£} Menjadikan Sumatera Barat sehagai tujuan wisata yang unggul dan berdaya
saing

d)  Menjadikan sumber sebagai pusat ckonomi kreatif
Misi6: Meningkatkan pembangunan infrastiukbur yang berkeadilan dan berkelanjutan
Tujuan : Terwujudnya infrastruktur yang handal dan rata
Sasaran |
Al Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur vang terintegrasi
b}  Menringkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana
ch Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas

d}  Meninghatkan kualitas dan kuantltas infrastruktur lingkup pertanian

Hadam Kynrngan Bl
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Misi ¥:  Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan public vang bersih,

akurtabel serta berkualitas.

Tujuan : Meningkatnya koalitas tata kelola permerintah dengan aparatur yang

maelayani

Sasaran :

a}  Meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi vang bersih dan akuntabel
B)  Mueningkatnya kinerja blrokrasi

c]  Maningkatnya kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan tugas dun fungsi Badan Keuangan Kabupaten Lima Pulsh Kota menunjang

pelaksanaan tujuan Propinsi Sumatera Barar nomor 7 dengan sasaran strategis !

al Meningkatkan kualilas tata kelaia hirokrasi yang bersih dan akuntabe!

bl  Meningkatnya kinerja birckrasi

c] Meningkatrya kualitas pelavanan publik.

34  Telashan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Dalam kont=ks Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota, ke
depan Kabupaten Lima Pulub Kota berupaya mewujudkan ruang wilayah yang aman,
riyaman, produktif dan berkelanjutan  berbasis pada sektor pertanian, industri dan
pariwisata serta mampu mengoptimalkan pengpunaan sumber dava alam dan

mellindungi masyarakat dari bencana alam.

Derdasarkan tujuan perataan ruang wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota,

maka kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten mellputi :

L. Pengembangan pusat kegiatan permukiman sebagai penunjang kegiatan industrl

dan pariwisata;

Hadan Kyuangan 62
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2. Pengembangan pusal kegiatan permukiman sebagal penunjang keziatan agropolitan

3. Pengembangan lransportasi untuk menunjang keglatan permukiman perkotaan dan

parmukiman perdessan serta integrasi antar keglatan wilayah;

4. Femerataan prasarana wilayah untuk mendukung kegiatan pertanian, Indust+d dan

D Fiveisarta;

5. Pemantapan perfindungan kawasan lindung untuk menjaga kelestarian lingkungan

sumberdaya alam dan buatan;

B. Pengembangan kawaszan budidaya dengan tstap menjaga sistem keberlanjutan

delam jangka panjang;
Kajian Lingkungan Hidup Strategi

Rajian Lingkungan Hidup Strategi (KLH3) adalah rangkaian analisis vang
sistematis, menyelurch  dan  partisipatif  untuk  memastikan  bahwa  prinsip
pembangunar  berkelanjutan  telah  menjadi dasar  dan  terintegrasi  dalam
pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan program [KRP), melalui
antisipasi kemungkinan dampak negatif KRP terhadap lingkungan hidup dan
mengevaluasi sejauh mana KRP yang akan diterbitkan berpotensi @ meningkatkan
resike parubahan iklim, meninghatkan kerusakan, kemerosotan atau kepunahan
keanckaragaman hayati, meningkstkan intensitas bencana banjir, longsor, kekeringan
danjatau kebakaran hutan dan lahan terutama pada davrah yvang kondisinga telah
tergalong kritis, menurunkan mutu dan kelimpahan sumber daya alam terutama pada
daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, mendarong perubahan penggunaan
dan/atau alih fungsi kawasan hutan terutama pada daerah vang kondisinya telah
tergoleng  knitis, meningkatkan  jumlah  penduduk  miskin  atau  terancamnya
keberlanjutan penghidupan  (livelihood  sustainability) sekelompok  masyarakat

dan/atau merningkatkan resiko terhadap kesehatan dan kesalamatan manusia.

KLHS juga merupakan salah satu pilihan alat bantu melalui perbaikan
kerangka pikir (framework of thinking| perencansan tata ruang wilayah dan
perencanaan pembangunan daerah untuk mengatas! persaalan limgkungam hidup yvang
bertujuan untuk mengarusutamakan (malmstreaming] prinsip-prinsip Eembangunan

berkelanjutan di dalam kebijakan, rencana dan program yang tertuang dalam rencana

Badan Kerangan B
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tata ruang maupun rencarna pembangunan sehingga kehljakan, rescana dan program

tersebut dapat disempurnakarn.

KLH: merupakan amanat dari Undang-Undang Mo 22 Tahun 2009 tentang
Fedindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 15 ayat (1) dimana Pemerintah
dan Pamerintah Daerah wajib membust KLHS untuk memastiken bahwa prinsip
pembangunan  berkelanjutan telah menjadi | dasar  dan  terintegrasi  calam
pembangunan suatu wilayah danfatag kehijakan, rencama dan/fatau prograrm. Dalam
Pasal yang sama ayat (2) jupa dinyatakan bahwa Pemerintah dar Pemerintah Daerah
walib melaksanzkan KLHS ke dalam penyusunan atau evaluasl Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) beserta rincian Rercana Pembangunan Jangka Fanjang (RPIP} dan
Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  (RPIM)  nasional, provinsl  dan
kabupzten/kata dan  kebijakan, rencana danfatsu program yang  berpotensi
menimbulkan dampak danfatau resika lingkungan hidup. Kajian Lingkungan Hidup
Strategi (KLH5) adalah kajian yang harus dilakukan Pemerintah Daerah sebelum

memberikan izin pengelolaan lahan.

Kajlan lingkungan Hidup Strategi (KLHS) tertuang dalam UL Mo 32 Tahun
2009 tentang Pedindungan dan Pergelolaan Lingkungan Hidup. Pembuatan Kajian
Lingkungan Hidup Strategl (KLHS} ditujukan untuk memaslikan penerapan prinsip
pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemesintah.
Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinga Badan Keuangan memiliki faktor-
faktor eksternzl vang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan, Narmun
demikian dalam pelakseraannya dituntut untuk dapat mencari altermatif-aleernatif

yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan vang ada.

Penentuan lsu-su Strateglhs

Isu  strategis adalah kondisi atau hal yang harus dikedepankan dalam
perencanain pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah
dengan karakteristik hersifat penting, mendasar, mendeszk, herjangka panjang dan
menentuzan tujuan penyvelenggaraan pemerintzhan daerah di masza vang akan datang.

Dengan mempertimbangkan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan dalam
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memberkan pelayanan publik, telaahan terhadap tata ruang, KLHS, Renstra
Bernenterian/Lembaga/Renstra OPD Provinsi serta dengan mengacu kepada telazhan
visi, misi, dan program Bupati dan ‘Wakil Bupati terpilih, maka disusunlah Isu-lsu
Slralegis Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 sebagai

berikut :

1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah vang bersumber dari Fajak Daerah, Relribusi

Daarzh dan Lain — [3in Pendapatan Asli Dagrah yang Sah

i, FKualitas pelayanan pajak

3. Rompetensi sumber daya aparatur Badan Keuangan

4. Pembangunan dan Pengembangan teknologi informasi yang terintegrasi

2. Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yvang transparan dan akuntabe!

Baadian Kprangn "
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EAB IV

TWUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Badan Keuangan

Untuk merealisasikan pelaksanaan misl tersebut diatas, perlu ditetapkan
tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan
can sasaran ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan
yang akan dilshsanakan cleh Radan Keuangan Kzbupaten Lima Puluh Kota. Adapaun

tujuan dan sasaran tersebut adalah sebagal berikut -

A, Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari pemyataan misitujuan adalah sesuatu
vang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan pada faktor-Saktor kunei keberhasilan
vang dilakukan sctelah penetapan visl dan misi. Tujuan tidak harus dinyatakan
dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan kondisi yang ingin

dicapai dimasa mendatang.

Adapun tujuan vang ingi dicapai Badan Keuangan Kabupaten Lima Pulub Kota

adalah :

1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

2, Peningkatan pengelolaan keuangan daerah, barang milik daerah dan

pendapatan daerah yang efektif berbasis alektronik

T K enanigr GG
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B. Sasaran

Sasaran adalzh hasil yang diharapkan dari ssalu tujuan yang diformulasikan
secara terukur, spesifik, mudah dicapal, rasional untu dapat dilaksanakan dalam

jangka waktu 5 (llma} tahun kedepan, Adapun Sasaran Ofganisasi merupakan

bapian yang integral dalam perencanaan strategl organisasi. Sasaran tersebut harys
berisl pernyatzan apa yang ingin dicapai organisasi dalam kurun waktu tertentu.
Adzpun Sasaran yang ingin dicapai Badan Keuangan Kabupaten Lima Pulub Kota

adalah sebagal berikul :

a. Terwujudnya peningkatan kemampuan keuvangan dagrah;

b Meningkatrya Kualitas Perencanaan Anggaran.

. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

d. Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Akuntansi dan Pel aparan Keuangan Caerah
€. Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah

t. Tercapainya akurasi dan aktualitas data penerimaan daerah

f. Meninghalnya Akuntabilitas Kinerja, Keuangan dan reformasi Birokrasl

Badan Kpuangan
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BAB W
STRATEGI DAN ARAH KEBUAKAN

Dalam rangks menunjang kelancaran dan tercapainya tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan tersebut diatas, maka perle menyusen dan melsksanakan stracegl secarg
tepat yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah sorta rencans program prioritas
schagaimana yang tercartum dalam Rencana Pembangunan Jangka Wenengah Daerah
{RPIML). Strategi dan arah kebljakan juge merupakan rumusan perencanaan kamprehensif
tentang bagaimana Badan Keuangan dapat mencapal tujuan dan sasaran dengan efektif dan

afisien.

Hasil analisls sasaran untuk menentukan faktor kunci keberhasilan dengan
didukung data yang valid dan relevan merupskan prasyarat awal bagi penetapan stratepi,
Dengan memperhalikan kondisi dan kemampuan yang ada, maka untuk lima tabun vang
akan datang Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota menyusun strategl dan kebijakan

dari masing—masing misi , yaitu :

A, Meningkatkan kemandirian keuangan daerah
Strategi
1. Meningkatkan penerlmaan pajak daerah
2. Meminimalisir kehooaoran retribuesi dasrah
3. Penyesuzian dasar pengenaan pajak
4. Peningkatan basis data perpajakian
5. Memperluas basis penerimaan retribusi dasrah
6, Melakukan efisiensi pemungutan

7. Meningkatkan penerimaan dengan memperbaiki perencanaan

#ediin 'ﬁ::'am:lwp:r: 70
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&, Meningkatkan pangawasan

Kebijakan

1. Intensifikasi dan ekestensifikasi pajak dasrah
2. Menerapkan vang elektronik

3. Melakukan pemutakhiran Zona Milal Tanah

B. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan publik
Strategl
1. Meningkatkan kualitas sumber dayva manusiz aparatur

4. Menerapkan pengelolaan kewangan daerah, barang milik daerabh dan pendapatan

daerah berbasis elektronlk
Kebijakan
1. Memberikan diklal dan bimtek bagi aparatur

£, Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang

Hadew Kenaigan . . 71
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BEAR Wi

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mencapal Visi, Misi, Strategi dan Kehljakan yang telah ditetaphan diperfukan
serangkaian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan beserta sumber pendanaannya
baix wang berasal dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi, APEN dan sumber-sumber
pendanazn lainnya yang syah dalam 5 (lima) tahun dan tahunan sesuai dengan Permendagr

Mamar 2 tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang urusan permerntaban daerah,

2. Program Pengelolaan keuangan daerah

3. Program Pengelolaan barang milik daerah

4. Program Pengelolaon pendapatan daerah

Selanjutnya seluruh program ini dijabarkan kedalam kegiatan-kegiatan sebagaimana

berikut,

4. Program Penumjang urusan pemerintahan dacrah.

L] Perercanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah

2)  Administrasi kevangan perangkat daerah

2} Administrasi kepegawaian peranpkat daerah

4] Administasri umum perangkat daerah

=1 Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah dasrah

B} Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan dasrah

Fadan Fruangan 73
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71 Pemeliharaan barang milik daerah

&) Penunjang urusan pemerintah daerah

Z. Program Pengelolaan keuangan dacrah

{1} Koordinasi dan pemyusunan rencana anggaran daerah

(2} Koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah

12] Koordinasi dan pEIE kzanazan akuntansi dan Flﬂli-J praran kﬂ|.angf|n fdaerah

(4] Penunjang urusan kewenangan pengelalaan kevangan daerah

(5} Penzelolaan data dan implermentasi system informasi pemerintahan daerah limgkup

keuangan daerah

3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

1) Pengelolaan Barang Milik Daerah

4, Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

1] Pengelolaan pendapatan daerah

En.t-ﬂ'd.':l Fuangan 74
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Rensirg Tahan 2027 - 2025

BAE Wil

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG LRUSAN

Rencana 5tragis (Renstral Badan Keuangan Kabupater Lima Pulub Kota sebagai salah
catu SEPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam melaksanakan tugas
pokok dan fungsinga fidak terfepas darl Rencana Pembangunan Jangka Mencngah Daerah
[RPIMD) Kabupaten Lima Pulub Kota. Adapun keterkaitan indikator kinerja Badan Keuangan
dengan tujuan dan sasaran yang mengacy pada APIMD adalah mendukung untuk pencapaian
misi ke 2 dan ke 4 dari RPIMD yaitu - Misi 2. Mendorang perturnbuhan dan perkembangan
ekonomi lintas ssktoral vang memiliki keunggalan ditingkat lokal dan regional serta Misi 4

Meninpkatkan kualitas layvanan publik melalul reformash blrokrast seutuhnya,

Sehubungan hal diatas, indikator kinerja yang dibuat oleh Badan Ksuangan
menunjukan kinerja yang akan dicapai dalam % (lima] tahun mendatang sebagai kaomitmen
untuk rendukung pencapaian tujuan dan sazaran RFJMD baik secara 'angsung maupun
secara tdak langsung sehagal komitmen untuk mendukung pencapalan tujuan dan sasaran

ERIMLD yang disajikan dalam tabel berikut ini:

Faihen Wpusmpqn B4
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BAB W
PEMUTUP

Rencana Stralepis (Renstra) Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota ini
diliarapkan dapat dipakal sebagsi acuan dafam perencanaan, penyusunan dan penilaian
upava Badan Keuangan Kabupalen Lima Puluh Kom dalam kurun waktu 5 (lima} tahunan
waitu tahun 2021-2026. Rencana Strategis (Renstra) ini disusun sedemikian rupa sebagai hasil
pencapalannya dapat dipergunakan sebagai bahan penyusunan Laporan Kineria Tafwnan.
Kepadz semua pihak yang teribar dalam penyusunan Rencana Strategis [Renstra) ini
divcapkan pengharpaan yang setinggi-tingginya dan SBMaga upaya Badan Keuangan
Kabupaten Lima Puluh Kota dimasa 5 (lima} tahun tersebut dapat terarab dan terukur,
selanjutriya Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun
2021-2026 ini hanya dapat dilaksanakan dan tercapai tejuannya apabila dengan dedikasi dan
kerja keras, terutama oleh semua aparatur di lingkungan Badan Keuangzn Kabupaten Lima

Puluh Kota,

Demnikian  Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh
Kota disusun, Renstra ini akan menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

dilingkungan Badan Keuangan.

Kami sadari uraian Renstra ini masih jauh dar sempurea, untuk ity sumbang saran

dan masukan dari berbagai pibak sangat kaml harapkan demi perbaikan dimasa yarg akan

datang

Pada hakikatmya, suatu rencana hanya akan berhasil dengan baik apabila dalam

pelaksanaannya mendapat dukungan maksimal dan selurub komponen yang ada, tidak hanya

B




Remdrg Talan X028 - 2025

dari sisi pelaksana, tapi yang terpenting adalah kesadaran dan partisipasi seluruh stake

holder dan masyarakat secara luas.

Akhir kata, hanya keridoan Allah SWT semata yang kita harapkan demi tercapainya
tujuan renstra ini, semoga Allah  senantiasa  melimpahkan rahmat, karunia serta

bimbingannya kepada kita semua. Aarniin

Sarlamak, 23 Seplembor 2021

EEFPAIT
EABUPA

ADAN KETTANGAMN
LIMA PULUH KOTA

TRWANDI, 5.50s, MM
BNIP. 19660913 199403 1 001

Baian Kenaugan Br
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